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ABSTRAK

Nama : ANISA NASTIT!
Program Studi: Magister Kenotariatan
Judul : Pengawasan Bank Syarizh Oleh Bank Indonesia

Tesis ini membahas mengenal pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap
bank syariah. Perkembangan perbankan syarish di Indonesia dimulai dengan
berdirinys Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai pelopor perbankan syariah.
Karakteristik sistem perbankan syarinh yang berdasarkan prinsip bagi  hasil
memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun bank itu sendiri. Di Indonesia
fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Scbagai Bank Senmtral yang
merupakan lembaga negara yang independen, Bank Indonesia berwenang
mengelvarkan alat pembayaran yang sah, merumauskan dan metaksanakan kebijakan
moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistern pembayaran, mengatur dan
mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of last resort.
Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia mengawasi perbankan maka disini juga
melakukan pengawasan terhadap bank syariah dirnana dalam struktur organisasi bank
syariah terdapat DPS. Dalam melaksanakan tugasaya, DPS waiib mengikuti fatwa
DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarken fatwa mengenal
kesesuaian produk dard bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS
adalsh mengawasi kegiatan usaba bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan
pringlp syariab yang tfelah difatwakan oleh DSN. Dalam menjalankan tugas
pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistern pengawasannya
dengan meaggunakan 2 {dua) pendekatan yakni penpawsasan bordasarkan kepatuhan
dan pengawasan berdasarkan risike.

Kata kunci :
Pengawasan, Bank Indonesia, Bank Syariah
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ABSTRACT

Name » ANISA NASTITI
Study Program : Magister Kenotariatan
Titie . Supervision of Sharia Bank by Bank Indonesia

This thesis discusses the control of Bank Indonesia toward sharia bank., The
development of sharia banking in Indonesia began with the establishment of Bank
Muamalat in 1991 as a piopeer sharia banking. Characteristics of the banking system
based oo sharia principles for the benefit both for society and the bank itself In
Indonesiz, the Central Bank held by Bank Indonesia. As the Central Bank is an
independent state institution, Bank Indonesia’s authorities issued a valid means of
payment, to formuiate and implement monetary poiicy, regulating and maintaining a
smooth system of payment, manage and supervise the banking, ag well as perform the
function as lenders of last resort. In relation o the task of overseeing the Bank
indonesia's banking sector herc also the conduct of the Sharia bank organizational
structure in which there is a Sharia bask DPS is an independent body which is placed
by the DSN. In performing its dutics, shall be subject to IDPS fatwa DSN which is the
highest authority in the fatwa issued on the suitability of the product from the bank
with the provisions and principles of sharia. DPS is the main task of aversecing the
business activities that the bank does not deviate from the provisions and principles
of the sharia has fatwa by DSN. In the task of bank supervision, Bank Indonesia at
this time implement control systems using two (2) approach that is based on
adherence to the supervision and eontrol based on risk.

Key words
Supervision, Bank Indonesia, Sharia Bank
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Perbankan adalah suatu lembaga vang melaksanakan tiga fungsi ustama yaitu
menerims simpanan uang, meminjamkan vang, dan jasa peagiriman wang, Seiring
dengan perkembangan zaman mempengaruhi perkembapgan ekonomi dimana
saat ini ekonomi syariah telah banyak dikenal oleh masyarakat jvas. Hal ini dapat
terlihat dari banyaknya bank syariah vang telah berdin di  Indonesia.
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulal dengan berdirinya Bank
Musamalat pada tahun 1991 sebagai pelopor perbankan syariah, Pengembangan
sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual banking
sysfem atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektar Perbankan
Indonesia (API) untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin
lengkap kepada masyarakat Indonesia. Karakteristik sistern perbankan syariah
yvang berdasarkan prinsip bagi basil memberikan keuntungan baik bagi
masyarakat maupun bank it sendiri. Tersédianya beragam macam produk dan
layanan jasa perbankan menjadikan bank syariah sebapai alternalif sistem
perbankan yang kredibel dan dapat dimikmati oleh setiap fapisan masvarakat.

Bank syariah memiliki keunikan dibandingkan bank konvensional,
Keunikan tersebut yaitu bank syariah harus memenuhi prinsip syariah dan adanya
perbeidaan operasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomeor 21
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimnaksud ;

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga vang memiliki kewsnangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah,

Universitas indonesia
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Perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional antara lain '

1.  Perbedaan Falsafah
Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syadah terletak
pada landasan falsafah yang dianotnya. Bank syanah tidak melaksanakan
sistern bunpa dalam selurubh aktivitasnya sedangkan bank konvensional
justru sebaliknya menggunakan sistem bunga, Hal inilah vang menjadi
perbedsan vang saogat mendalam  terhadap produk-produk  yang
dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindar sistem bungs
maka sistem vang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang
dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil.

2.  Konsep Pengelolaan Dana Nasabah
Dalam gistem bank syariah dans nasabah dikelola dalsm beatuk titipan
maupun investasi, Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada
bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang.
Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabsh membutuhkan maka bank
syariah harus dapat memenuhinya.
Sesuai dengan fimgsi bank sebagai intermediary yaito lembaga keuvangan
penyaltur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah
yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi kemudian dimanfaatkan
atau disalnrkan ke dalam berbagal nsaha ituleh yang akan dibagikan kepada
nagabah. Berbeda dengan simpanan nasabah di bark konvensional tidak
peduli apakah simpanan tersebut disalurkan ke dalam usaha atan tidak, bank
tetap wajib membayar bunganya.

3. Kewaliban Mengelola Zakat
Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat dalam arti wajib
membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan.
Hal ini merupakan fungsi dan peran yang miclekat pada bank syariab untuk
memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah).

} “Simpanan Bagi Hasit Syariah, " <hitp:ifwrew perencanskeusnesn com/files/himb>.
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4. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi suatu bank syariab diharuskan adanya Dewan

Penpawas Syarizh (untuk selanjutnya disebut DPS). DPS mengawasi segala

aktivitas bank agar selain sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini

dibawal: oleh Dewan Syariah Nasional {untuk selanjutnya disebut DSN).

DPS ditetapkan pada saat Rapat Umum Pemepang Sabam (unfuk

selanjutnya disebut RUPS) setiap tahunnya,

Islam mendorong prakiek bagi hasil serfa mengharamkan riba. Keduanya
samg-sama membert keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyal

perbedamm yang sangat nyata.”

Perbedaan bunga dar bagi hasil

Bunga

Bagi Hasil

Penentpan bunga dibnat pada wakte
akad dengan asumsi hamus selalu
untung,

Penentuan besamya rasio/nisbah bapi
hasil dibuat pada waktu akad deagan
berpedoman pada kernungkinan untung

nig.

Besamya presentase berdasarkan pada

jumlah yang {modal} Yang
dipinjamkan.

Besamya rasio bagi hasil berdasarkan
pada jumlash keuntumgan yaog
diperoleh.

Pembayeran bunga tetap seperti yang
dijanjikan tanpa pertirabangan apakah
proyek yang dijalankan oleh pihak
nasahah untung atan regh.

Bagi hasil tergantung pada keuntunpan
proyek yanpg dijalaskan. RBila usaha
merugi, kerugian  akan  ditanggung
bersama oleh kedua belah pihak

Jumiah pembayaran bumsga tdak
meningkat sekalipun jumlah
keuntungan berlipat atan keadaan
ckonomi sedang “booming™.

Jumlah pembagian laba meningkat
sesual  dengun peningkatan  jumliah
pendapatar:

* Mulammad Syafi't Antonio, Benk Syarich Wacena Ulame dan Cendekiawan, (Jukarta © Tazkia
Institute, 1999), hal. §7-88.
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Fksistensi bunga diragukan oleh | Tidak ada yang meragukan keabsahan
semua agama fermasuk [stamn, bagi hasil.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sistems bagi hasil lebik
menguntungkan dan bersifat manusiawi karena disini mementingkan kedua belah
pihak tidak hanya memperhatikan dari satu pihak.

Di Indonesia fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia dengan
melekatmya fungsi tersebut maka Bank Indonesia merupakan lembaga negara
independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya
yang berkedudukan di Thukota Negara Republik Indopesia dan dapat mempunyai
kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia.’

Sebagal Bank Sentral yang merupakan iembaga negara yang independen,
Bank Indonesia berwenang sengeluarkan alat pembayaran yang sah,
meromuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran, mengaftur dan mengawasi perbanken, serta
menjalankan fungsi sebagai lender of last resort’

Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia mengawasi perbankan maka
disini juga melakukan pengawasan terhadap bank syariah dimana dalam struktur
organisasi bank syariah terdapat DPS yang merupakan badan independen yang
ditempatkan oleh DSN. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti
fatwa DDSN yapng merupakan otoritas tertinggi dalam menpgeluarkan fatwa
mengenai kesesuatan produk dari bank dengan ketertuan dan prinsip syariah.

Tugas vtama DPS adalah mengawasl kegiatan usaha bank agar #idak
menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah vang telah difatwakan oleh DSN.
Untok melakukan tugasnya seorang DPS barus menguasal figh muoamalah terapan
dan penguasaan ilmu ekonomi dan kevangan. Dengan demikian maka dua disiplin
ilmu tersebut merupakan syarat ntama yang harus dimiliki anggota DPS. Melihat

* Sigit Triandamm, Bowk dan Lembaga Kewangan Lain, {Jakarta : Salemba Empat, 2000), hal. 12,
* Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbanken di indonesie, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka
Utarpa, 20613, hal, 26,
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semakin berkembmangnya perbankan syariah dan adanva DPS yang bertugas
mengawasi kegiatan usaha bank agar sesual dengan prinsip syariah maka penulis
disini ingin meneliti mengenai Peranan Bank Indonesia Dalam Pengawasan
Terbadap Bank Syariah”.

1.2 PERUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang permasalahan tersebut diatas dapat ditarik suatu
permasalahan sebagai berikut
1, Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank
syariah 7
2. Apa persamaan dan perbedaan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia
terhadap bank syarigh dan bank konvensional ?

13 METODE PENELITIAN
Metode merupakan suatu unsur yang mutlak barus ada dalam penelitian ;
yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan®. Metodologi dalam |
suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bag! iHmuwan dalam
mempelajari, menganalisis, dan memahami spatu permasalahan yang sedang
dihadapi.
Untuk memperoleh informasi dalam pepelitian ini maka penulis

menggunakan mefode penglitian berupz metode nommatif, yeitu penelitian
terhadap efektivitas azas-azas, sistematika hukum yang berkaitan dengan masalah
ferkait.

Tipologi peneiitian ini bersifat eksplanatoris karema menguraikan secara
lebih mendalam peran Bank Indonesia dalam pengawasan terhadap bank syariah
serta persamaan dan perbedaan pengawasan yang dilakukan Rank Indonesia
terhadap bank syariah dan bank konvensional. Metode pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berupaya

* Sverjano Suekanto, Pengariar Penelitian Mukum, (Jakaria : UI Press, 1989), hal. 7.

Liniversitas Indonesins

Pengawasan Bank..., Anisa Nastiti, FH Ul, 2009



menggunakan data vang menitikberatkan kepada peraturan yang berlaku serta

fiteratur-fiteratur vang relevan dengan topik yang dibahas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adaiah data primer dan data
sekunder. Data primer didapat dari wawancara dengan narasumber dari Direktorat
Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut DPBS) Bank Indonesia. Sedangken
data sekunder dihimpun melalui penelitian kepustakaan sehingga didapat
1. Bahan hukum primer berupa peraturen perundang-undangan yang mengatur

dan berkaitan dengan ketentvan-ketentran Bank Indonesia antara lain

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 beberapa kali diubah dan terakhir

diubah dengan Undang-undang Nomor & Tahun 2009 tentang Penctapan

Peraturan Pengganti Lindang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank

Indonesia (untuk selanjnmya disebut JUBI), Perbankan Syariab vakni

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (untuk

selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah).

2.  PBahan hukum sekunder untuk memberikan penjelagan mengenai bahan
hukum primer, yang terdini dari buku-buku, artikel, laporan penelitian yang
membahas dan terkait dengan peran Bank Imdonesia dalam pengawasan
terhadap bank syarish dan bank konvensional.

3. DBehan hukum tersier vang dipunakan untuk menuniang bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, bukn pegangan serta
interne! yang sermuanya dapat discbut sebagai bahan referensi.

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen yakni
mencari dan menpumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan peran Bank
Indonesia dalam pengawasan terbadap Bank Syarigh, Selain iw pula jugas
dilakukan wawancara dengan narasumber dari DPBS Bank Indonesia untuk
memperkuat data sekunder. Analisa data yang diponskan adalah dengan
pendekatan kualitatif sebagai hasil pengumpulan data sekunder schingga nantinya
dapat ditarik suatu kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep yang

mempunyai relevansi untuk menjawab permasalaban dalam penulisan tesis ini.
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut -

o BAB I : Berisi mengenai latar belakang permasalahan, pokok
permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan,

@ BAB II : Berisi mengensi tiniauan terhadap Bank Indonesia dan
Bank Syariah, pembahasan mengenai pengawasan yang dilakukan
Bank Indonesia terhadap Bank Syarfah, persamaan dan perbedaan
pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah
dan Bank Konvensional,

o BAB III : Penutup berisi kesimpulan dan saran,
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BARI
PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENGAWASAN
BANK SYARIAH

2.1 BANK INDONESIA
2.1.1 Sejarah Bank Sentral di Indonesia

Perjalanan dan proses perubaban sistem di tubuh Bank Sentral telah
berlangsung cukup lama sejak Indonesia merdeka. Lahirnya Bank Sentral di
Indonesia sekitar tahun 1549, ketika berlangsung Konfercnsi Meija Bundar
(untuk selanjutnya disebut KMB} di Den Haag. Keputusan penting KMB
adatah menunjuk De Jovasche Bank NV sebagai Bank Sentral. De Javasche
Bank merupakan bank komersial dan sirkulasi pemeriniah kolonial Hindia
Belanda yang berdiri sejak tahun 1828,

Pada awainya Bank Nasional Indonesia 1946 berstatus sebagai Bank
Sentral dan sesuai keputusan KMB divbah menjadi bank pembangunan.
Pengarub kepentingan kolonial Belanda dalam menentukan kebijakan jelns
masih dominan. Sehingga De Jovasche Bank dinasionalisasi dengan
Keputusan Pemerintah nomor 118 tanggal 2 Juli 1951, agar bisa dibangun
bank sentral yang mandiyi dan bebas dari pengerub kolonial, diangkat
presiden baru bank sentral yaitu Syafrudin Prawiranegara.”

Peranan Bank Indonesia sebagal institusi bank sentral terlihat semakin
jelas setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang
Pokok-pokok Bank Sentral. Dalam undang-uedang tersebut Bank Indonesia
masih merangkap sebagai bank komersial namun lebih berperan sebagai
penjaga stabilitas moneter, mengedarkan uvang, mengembangkan sistem
perbankan, mengawasi keglatan bank dan pepyaluaan  kredit.  Sejak

* Suli rmayante, dkk, Bank dun Lembaga Keuangan, (Iakarta : Universitas Trisakti, 2000}, hal, 24,

? Ihid,
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dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 peran komersial Bank

Indonesia dicabut pemerintah.®

2.1.2 Kedudukan dan Status Bank indonesia

Bank Hidonesia berkedudukan serta berkantor pusat di ibukoia negara
(Jakarta) serta dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di lvar wilayah
negara Republik Indonesia, Adapun penamaan kantor di dalam negeri disebut
kantor cebang sedangkan kantor di luar negeri disebut kantor perwakilan.
Pada kaniter-kantor tersebut dapat dilakvkan kegiatan-kegiztan Bank
Indonesia sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Kedudukan dan status Bank Indonesia sebagaimara dalam penjelasan
Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan Pasal 23D Usdang-
Undang Dasar 1945 tersebut menyatakan antara lain :>

“Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan

undang-undang. Ini penting karenz kedudukan uang itu  besar

pengaruhnya atas masyarakal, Uang terutama lalah alat penukar dan
pengukur harga. Sebagai alat penvkar uniuk memudahkan pertukaran
jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu, perlu ada macam
dan rupa uang vang diperlukan oleh rakyat sebagai pengatur harga untek
dasar menetapkan harga masing-masing bareng yang dipertukarkan.

Barang yang menjadi penpukur harga ite, mestilah tetap harganya,

jangan paik turun karena keadaan ueng yang tidak teratur, Oleh karena

itu, kcadaan uvang itu hams ditetapkan dengan undeng-undang.

Berhubung dengan ifu, kedudukan Bank Indonesia yang akan

mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan
undang-undang”.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa di Indonesia hanya ada satn
bank sentral yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai kedudukan
khusus, yakni scbagai satu-salunya lembags yang diberi hak roonopoli oleh
negara, dimana Bank Indonesia berwenang untuk menerbitkan, mengeluarkan,
dan mengatur peredaran macam dan harga mata uang,'®

® tbid, hal. 24-25,

. ®Undang Undang Dasar Negars Republik Indonesia 1945,
"2 achmedi, Usman, op.oit, hal. 28,

Universitas Indonesia

Pengawasan Bank..., Anisa Nastiti, FH Ul, 2009



10

Status hukum Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia,
hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945,
Berdasarkan status tersebuf, Bank Indonesia tidak melakukan kegiatan
intermediasi seperti yang dilakukan oleh bank pada ymumnya.

Pasal 4 ayat (2} UUBI menyatakan bshwa Bank Indonesia adalah
lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain,
kecuvali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

UUBI telah menempatkan kedudukan bukum Bank Indonesia schagai
lembaga negara vapng independen di bidang tugasnya, berada di luar
pemerintah dan lembaga negara lain, Independensi inl membawa konsekuensi
logis babhwa Bank Indonesia juga mempunyal kewenangar mengatur,
membust atan menerbifkan peraturan disertai kemupngkinan pemberian sankst
administratif yang merupakan pelaksanaan undang-undang dan menjangkau
seluruh bangsa dan negara Indonesia. !

Dalam Pasal 4 UUBI menerangkan dasar hukum Bapk Indonesia
sebagai Badan Hukum. Pengertian badan hukum disini meliputi badan hukum
publik dan badan hukum perdats. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum
publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang
mengikat masyarakat luas sesual dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan
sebagai badan buicam perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas
nama sendiri di dalam dan di luar pengaditap

Secars ¢ksplisit independensi Bank Indonesia tercermin  dalam
pembertan kedudukan khusus yang tergolong baru dan sangat berbeda dalam
sistem dan struktur ketatanegmman Republik Indonesia. Menurut undang-
undang, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Dewan Perwakilan
Rakyat (untuk selanjutaya discbut DPR), Mahkamah Agung (untuk
selanjutnya disebut MA), Badan Pemeriksa Keuvangan (untuk selanjutnya

" Ibid, hal. 30,
2y Malayn, 8.P, Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, {Jakarta : PT Bumi Aksarg, 2005), hal. 31,
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disebut BPK}) atau Presiden yang merupakan Lembaga Tinggl Negara.
Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemien karena Bank
Indonesia berada di kear peroerintah. Untuk melihat posisi Bank Indonesia
yang baru, maka perlu dilihat institusi kepresidenan dengan Presiden sebagal
Kepala Pemerintahan dan sebagai Kepala Negara, Presiden scbagal Kepala
Pemerintahan membawali para menteri non-departemen dan  menteri
departemen. Dalam hal ini Bank Indonesia mengambil posisi sebagian peran
Presiden sebagai Kepala Negara, sehingga kedudukan Bank Indonesia sejajar
dengan kedudukan Presiden.'®

Kemandirian Bank Indonesia menyebabkan pihak lain dilarang untuk
melakokan sepala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank
Indonesia, namun sebaliknya Bank Indonesia wajib pula menolak dan/atau
mengabaikan segala bentuk campur tangan dart pihek manapun, Namun
dalam kemandiriannya tersebut Bank Indonesia tetap wajib menyampaikan
laporan pelaksansan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan
laporan keuangannya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan,™

Pelarangan dan  kewajiban penolakan campur tangan tersebut
dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanaken tugas dan
wewenangnya secara efektif. Oleh karenanya jelas apabila ternyata perbuatan
pihak tertentu membuat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi
kebijakan dalam pelaksanaan topas Bank Indonesia maka dikategorikan
sebagal campur fangan, namun fidak termasuk dalam pengertian campur
tangan yaite kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis
yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugasnya, 'S

* Didik J. Rachbini dan Suwidi Tono, Bank Indonesic Menuju Independensi Bank Sentral, (Yakarta :
PT Mardi Mulys, 3000}, hal. 167,

** Muhamad Dijumbana, Hukum Perbankan df Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000),

hal. 85,

'3 Jbid, bal. 95.
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Esensi dari states dan kedudukan Bank [ndonesiza sdalah ager
pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat lebih efektif. Implikasinya, Bank
Indenesia harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan
tgasnya untuk mencapai tujuan memelihara kestabilan nilai rupiabh yang
tercermin pada nilai tukar dan laju inflasi "¢

2,1.3 Tujuan Bank Indonesia

Dalam UUBI dinyatakan secara tegas bahwa tugas Bank Indonesia
adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupish (Pasal 7). Tugas
tersebut merupakan single objective atan tnjuan tunggal. Kestabilan nila
rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terbadap barang dan jasa
yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata
uang negara lain.

Perumusan tujwan Bank Indonesia dalam bentuk single objecrive
dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapsi dan batasan
tanggung jawab yang harus diplka! Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang dirumuskan secara umurm, yaito
“meningkatkan taraf hidup rakyat”. Ketidakfegasan perumusan tersebut
menimbulkan imnplikasi, antara lain peran Bank Indonesia sehagai otoritas
tidak jelas dan tidak terfokus.'”

2.1.4 Tugas danh Fungsi Bank Indonesia
Fungsi bank sentral di negara manapun selalu memegang peranan sangat
penting dalam memajukan perkembangan pembangunan di negaranya, begitu
pula dengan tugas bank sentrs! di Indonesia yang diemban oleh Bank
Indonesia juga mempunyai posisi strategis dalam pembangunan, baik dalam
melayani pemerintah, dunia kevangan dan perbankan, yang ada di Indonesia
dan di seluruh dunia.

%Y. Malayu, S.P, Hasibuan, op.ci, hal, 31,
7 phid, hal. 32,
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Peranan Bank Indonesia sehaga bank sentral atan sering juga disebut
bank io bank. Tugas-tugas Bank Indonesia scbagai bank fo bank adalah
mengatur, mengkoordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada
dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari
masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar efektif
penggunasnnya sesuai dengan tujuan pembangunan. Kemudian disamping
mengurus dana perbankan, Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi
kegiatan perbankan secara keseluruhannya, '®

Peraran lain dari Bank Indonesia adalah dalam bhal mencetak dan
menvalurkan uang, terutama uang kartal (kertas dan logam). Bahkan Bank
Indonssia mempunyal hak tunggal untuk menyalurkan vang kartal. Tugas
berikutnya adalah mengendalikan jumlah vang yang beredar dan suku bunga
denpan maksed untuk menjaga kestabilan nils mupiab. Disamping itu
hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah adalab scbagal pemcgang kas
pemerintah, Begitu pula hubungan kevangan dengan dunia internasional juga
ditangani oleh Bank Indonesia, seperti menerima pinjaman luar negeri.®

Bank Indonesia mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia melaksanakan
kebijskan moneter secara berkelanjulan, konsisten, transperan, dan harus
mempertimbangkan kebijakan wmurn pemerintah di bidang perekonomian.

Konsekuensi sebagai lembaga yang hertujuan untuk menjaga dan
memelihara kestabilan nilai rupiah, maka Bank Indonesia mempunyal tugas
untuk
a.  Menetapkan dan melzksanakan kebijakan moneter

Dalam rangka menectapkan dan melakssnakan kebijakan moneter

Bank Indonesia berwenang :

13} Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan lajn

inflasi yang ditetapkannya;

R g asmir, Dasar-dasar Perbankar, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006}, bal. 206,
® thid, hal. 206-207.
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23 Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara
vang termasuk, teiapl tidak terbatas pada ¢
a)  operasi pasar terbuka di pasar usng, baik mata uang rupish

maupun valas;

b} penetapan tngkat diskonto;

¢) penctapan cadangan wajib minjmum;

d)} pengaturan kredit atau pembiayaan.

3 Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
paling larna 90 (sembiian puluh) han kepada bank untuk mengatasi
kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersanplkutan;

4) Melaksanakan kebijakan nilai fukar berdasarkan sistem nilai tukar
yang telah ditetapkan;

5y Mengelola cadangan devisa;

6) Menyelenggarakan survei secarz atau sewakiu-waktu diperlukan
yang dapat bersifat makro dan mikro.

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
Dialam vpaya mepgstir dan menjaga  kelancaran  sistem

pembayaran, Bank Indonesia memiliki wewenang penub  untuk
melaksanakan dan  memberikan persetujuan  dan  izin  atas
penyelengparaan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelengpara
jesa sistem pembayaran melaporkan kegiatannya serta menetapkan
penggunaan alat pembayaran. Persetujusn atan izin penyelenggaraan
jasa sistem pembayaran oleh pihak lain diperlukan agar terpenubi
persyaratan keamanan dan efisiensi.

Kewajtban menyampaikan laporan secara berkala dimaksudkan
supaya Bank Indonesia dapat memantau penyelengparaan sistem
pembayaran. Sedangkan penetapan alal pembayaran dimaksudkan agar
alat pembayaran yang digunakan dalam masyarskat memenuhi
persyaratan keamanan bagi pengguna. Termasuk, membatasi

Universitas Indonesia

Pengawasan Bank..., Anisa Nastiti, FH Ul, 2009




15

penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-

hatian.

1)

2y

Sistem dan penyelenggaraan klinng

Bank Indonesia berwensng mengatur sistem  kliring
antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang
meliputi  sistem  Kliring  domestik  dan  lintas  negam.
Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank serta penyelesafan
akhir transaksi pembsavaran antar bank dilakukan oleh Bank
Indonesiz atan pihak lsin vang mendapst persetujuan Bank
Indonesia
Mengeluarkan dan mengedatkan uang

Sesuai dengan amanai Undang-Undang Dasar 1945, Bank
Indonesia merupakan sari-satunya lembaga yang berwenang untuk
mengelvarkan dan mengatur peredaran vang rupiah. Termasuk
dalams  kewenangan ini  adalah  mencsbut, menarik  serta
memusnahkan uang, meneiapkan macam, harga, ciri vang yang
akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan penentuan tanggal
mulai beriakunyva sebagai alat pembayaran vang sah, Sebagai
konsekuensinya, maka Bank Indonesia harus  menjamin
ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup dan
dengan kualitas memadai,

Uang vang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari
bea materai dan Bank Indonesia dapat mencabut atau meparik
nang rupiak dari peredaran dengan mermberikan penggantian yang
sama nilainya, Dalam hal ini, Bank [ndonesis memberikan
kesempatan kepada roasyarakat untuk melakukan penukaran uang
dalam pecahan yang sama serfa uang yang c¢scat, rusak atap
terbakar,?®

¢.  Mengatur dan mengawasi bank

® Inid, bal. 179,
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Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas mengatyr dan
mengawast bank, sesual dengan ketentuan Pasal 24 UUBI, berwenang
untuk : menetapkan persturen, memberikan dan mencabut izin atas
kelembagaan dan kegiatan ussha tertentu dari bank, melaksanskan
pengawssan bank, dan mengenakan sankst terhadap bank sesuai depgan
ketentuan perundangan-undangan.

Dalam bal pengewasan dan pengaturan bapk, Bank Indonesia
selain berpedoman pada UUBI juga mengacu pada Undang-Undang
Nomor 7 Tabun 1992 tentang Perbankan schagaimans telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (untuk selanjuinya
disebut UU Perbankan).

1} Perizinan, laporan, dan sanksi
Di bidang perizinan, cakupan wewenang Bank Indonesia
meliputi

a)  Memberikan dan mencabut izin usaha bank;

b) Memberikan izin pembukaan, penntupan dan pemindahan

kantor bank;

¢} Mermberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan
bank;

d) Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-
kegiatan usaha tertentu.

Pengawasan yang dilakukan Bank indonesia atau pihak Jain
vang ditunjuk atas namanya meliputi pengawasan langsung dan
tidak langsung. Pengawasan langsung terhadap bank dapat berupa
yaitu berbentuk pemeriksaan yang disusul dengan tndakan-
tindakan perbaikan, juga dapat berupa pengawasan tidak langsung
yaitu suat bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis,
dan evaluasi laporan bask. Dalam rangks pengawasan yang
dilakukanoya Bank Indonesia dapat menjalankan pemeriksaan
secara berkala sekurang-kurangnya sato tahun sekali untuk setiap
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bank. Di samping itu pemeriksaan dapat dilakukan secarz
insidental setiap waktu apabila diperlukan untuk meyakinkan basil
pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya
penyimpangan.”’
2} Pengalihan tugas pengawasan bank

Dalam Undang-Undang Bank Indonesia ditetapkan bzhwa
tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga
pengawasan sekior jasa kevanpan independen yang dibenmtuk
berdasarkan undang-undang selambat-lambatoya 31 Desember
2002. Tugas vang dialihkan kepada lembaga ini tidak ternmasuk
tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan
perizinan. Lembaga pengawasan independen ini nantinya akan
melakukan penpawasan terhadap semua lembapa jesz kevangan
seperti bank, asuransi, dana pensiun, sckuritas, modal venturs dan
perusahaan  pembiayaan  serta  badan-badan lain  vang

menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. ™
Dalam menjalankan togas sehari-hari Bank Indonesia dipimpin oleh
Dewan Gubernur, yang terdirl dari seorang Gubernur, seorang Deputi

Cubernur Sepior dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atay sebanyak-
banyaknya 7 (tojub} orang Deputi Guberpur, Dadam hal ini Deputi Gubernur
Senior merupakan Wakil Gubernur dan apabila Gubernuwr dan Deputi
Gubernur Senior berhalangan, maka Gubsrnur atau Deputi Gubernur Senior
menunjuk seorang Deputi Gubernur uatuk memimpin Gubernur.™

Hal terschut diatas dimaksudkan apabila ada sesuatlu  yang
membutuhkan persetnjuan Gubernur atau Deputi Gubemur Senjor maka
Deputi Gubernur yang ditunjuk akan menggantikan Gubernur atan Deputi
Gubernur Senior dan dia bertanggung jawab atag segala sesuatu yang
diputuskan danfatau dilakukan.

M Mubamad Djsmbana, ap.cit, hal, 104-105.
= Didik §, Rachbini dan Suwidi Tono, ap.oit, hal 136.
B Kasmir, op.cit, hal. 207.
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Kedudukan Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan

diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk masa jabatan 5 (lima)

tshun. Kemudian masa jabatan vang sama dapat diperpanjang sebanyak-

banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.*

2.1.5 Habungan dengan Pemerintah

Dalam rangka koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, Bank

Indonesia selaku otoritas moneter perlu menjalin hubungan keria dengan
pemerintahy selaku otoritas fiskal. Meskipun Bank Indonesia telah memiliki
independensi, cakupan tugas dan wewenangnya sedikit banyak terkait dengan

kepentingan Pemerintah.

Hubungan Bank indonesia dengan Pemerintah teleh diatur dengan jelas
dalam UUBI adalah sebagat berikut

2. Bertindak sebagal pemegang kas Pemerintah;

b. Unwk dan atas nama Pemeriniah, Bank Indonesia dapat menerima
pinjaman luar negeri, menatansahakan serta menyelesaikan tagihan dan
kewajiban kenangan pemerintal terhadap pihak luar negeri;

¢. Pemerintah walib meminia pendapat Bank Indonesia dan atsu
maengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet vang membahias
masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas
Bank Indonesia atan kewenangan Bank Indonesia;

d  Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai
Rancangas Angparan Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan
lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia;

e. Dalam hal Pemerintah menerbitkan surat-surat hutang negara,

Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia
dan Pemerintah juga wajib ferlebih dulu berkonsaltasi dergan Dewan
Perwskilan Rakyat;

B 1bid
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f.  Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat hutang negara
yang diterbitkan Pemerintah;
g Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah.

2.1.6 Hubungan dengan Dunia Internasional

Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional maka

Baak Indonesia :

a.  Dapat melakukan kerja sama dengan
1} Bank Sentral negara Jain
2y  Organisasi dan Lembaga Internasional

b. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggols internasional dan/atau
lembaga multilateral adalah negara maka Bank Indongsia dapat
bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia.

2.2 BANK SYARIAH
2.2.1 Sejarah Perbankan Syariab di Indonesia
Sejarah perkembangan sistem perbankan syarizh di  Indonesia
mencerminkan dinamika aspirasi den keinginan dari masyarakat Indonesia
sendini untuk memiliki sebuah alteratif sistem perbankan yang adil, melalui
penerapan sistem bagi hasil yang menguntungkan bagi nasabsh dan bank *°
Berkembangnya banlc-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh
ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenat bank syariah
schagai pilar ¢konomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam
kajiar terschut adalah M. Dawan Rahardjo, A M. Saefuddin, M. Amien Azis,
san lain-lain. Beberpa uil coba pada skels yang relatif {erbatas telah
diwojudkan. I} antaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang

# Bank Indonesia, Perbankon Svariah Lebih Dari Sekedar Hank, hal, 11.
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sempat tumbuh mengesankan, Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam
bentuk koperasi, vakni Koperasi Ridho Gusti.”®

Nemun, gagasan untuk mendirikan bank lIslam di Indonesia baru
dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia {untuk selanjumya
disebut MUI), pada tanggal 1820 Agustus 1990 menyelenggarakan
Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil
Lokakarya tersebnt dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV
MUL Berdasarkan amanat Munag TV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk
mendirikan bank Islem di Indonesia.

Hasil kerja dari Tim Perbankan MU ini adalab berdirinya PT Bank
Muamalat Indonesia (untuk selenjutniya disebut BMI). Akte Pendirian PT
BMI ditandatangani pada tanggal 1 November 1991,

Pada awal pendirian BMI, keberadaan bank syariah ini belum mendapat
perhatian yang layak dalam tatapan industri perbanken nasional. Landasan
hukom operasiopal bank yeng menggunzken sistem syariah ini hanya
dikategorikan schagai bank dengan sistem bagi hasil.

Perkembangan perbankan syariah yang secara formal dimulal sejek
tahun 1992, hingga saat ini meskipun pangss pasamya masih relatif kecil,
namun dari sisi laju pertumbuban relatif cukup pesat. Memang pada tzhun
1992 sampai dengan 1998 ferjadi perkembangan yang lambat, baik dari sisi
jumlah kantor benk syariah maupun indikator perbankan lainmya. Hal ini
antara lain disebabkan oleh beberapa hal ;%7
a. Masih kurangnya pemahaman dan banyak terdapat  kesalahan

pemabaman masyarakat mengenai bank syariah.

b.  Terbatas jumlah dan distribusi jaringan kantor bank syariah.
c.  Kuorangnya sumber daya manusia dan tenaga ahli dalam mendukung
pengembangan bank syariah,

* Mubammad Syaf’i Antonio, op.ci, bal. 277.272,

¥ Prof. DR, Ahmad Rodoni dan Prof DR. Abdul Hamid, Lembuga Kevangan Syariah, (Jakarts -
Zikrul Hakim, 2008 ), hal. 20.
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Berbagai kendala terscbut telah diatasi dengan melaksanakan program
pengemnbangan yang sungguh-sungguh, terutama sejak dikeluarkanaya UU
Perbankan Syariab. Langkah-langksh pengembangan yang dilakukan adalah
sebagai berikut 4
a.  Menyempurnakan infrastruktur keuangan, instrumen moneter dan pasar

keuangan yang sesual dengan prinsip syariah guna mendukung

pelaksanaan kebijakan moneter, serta efisiensi dalam pengelolaan dana
bank-bank syariab.

b. Menciptakan sistem monitoring dan pengawasan vang efektif untuk
menjamin  {erciptanya sistern perbankan syariah yang schat dan
menjalankan ketentuan syariah secara konsisten.

¢ Melaksanakan koordinasi dan program peningkatan kompetensi sumber
daya manusia, baik di bank sentral maupun para bankir dan pibak yang
tetkait dengan perbankan gyariah, serta meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap perbankan syariah,

Optimisme perkembangan perbankan syarizh vang semakin baik di
masa datang didukung oleh kondisi semakin meningkatnya pemahaman dan
keinginan masyarakat untuk menggunakan jass perbankan syariah. Sementara
di Jain pihak para bankir dan investor bam juga mulai menyadari mengenai
potensi pasar dan keunggulan yang dimiliki oleh sistem perbankan syariah
sehingga menimbulkan mipat ustuk mengembanpkan pelayanan jasa
perbankan syariah, Bank Indonesia dalam hal ini mengakomodir dengan
menyempurnakan berbagal ketentuan yang memberikan berbagai pifihan
untuk pengembangan jaringan kantor bank syariah serta memberikan
informasi tentang poiensi wilayah dan tuntutan masyarakat terhadap
perbankan syariah,*?

B 1hid

® 1bid hal, 21,
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2.2.2 Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syaniah dapat dibagi menjadi 3 {tiga} bagian, yaitu :

2.2,%.1 Produk penyalutan dana

Dialam menyalurkan dana pada nasabah, produk pembiayaan
syariah terbagi kedalam 3 (tiga) kalegori yang dibedakan berdasarkan
tujuan pengguaaannya yaitm o0
1.  Transaksi pembiayaan vang ditujukan untuk memiliki barang

dilakukan dengan prinsip jual beli.

2. Transaksi pembiavaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa
dilakukan dengan prinsip sewa.

3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna
mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bapi hasil.

Pada kategor pertama dan kedua, tingkat keunmtungan bank
ditentukan di depan dan menjadi bagian harta atas barang atau jasa yang
dijual, Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang
menggunakan prinsip jual beli, seperti murabohoh, salam dan ishrishng
serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu farah,

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntangas bank
ditentukan dan besamya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi
hasil. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah masyarakoh
dan mudharoboh,

a.  Prinsip Jual Beli (Ba'D)
Prinsip jual beli dilaksanakan schubungen dengan adanya
perpindahan kepemilikan barang atau benda (fransfer of property).
Transaksi  jual beli dibedakan berdasarkan  bentuk
pembayarannya dan wakty penyerahan barang, seperti
1) Pembiayaan Murabahah

® Bank Indonesia, Perbankan Syariakh, bal. 29,

 1bid, hal. 30,
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Murabuhah berasal dant kata “ribh” (keuntungan)
adalab transaks: jual beli dimana bank menyehut jumlah
keuntungannya. Bank bertindak penjusl, sementara nagabah
sebagal pembeli. Dalam perbankan, mwrehaboh lazimnya
dilakukan dengan cara pembayaran ciclan (b tsaman aiil).
Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad,
sedangkan pembayaran dilakukan secam tangguh,

Jadi, pembiayaan murabohuh mmerupakan jual beli
secara kredit, dimana nasabah akan membayar kepada bank
secara berangsur sampal dengan batas waktu vang telah
disepakati bersama.

Salam

Salum adalah fransaksi jual beli dimana bavang yang
diperjualbelikan belum ada. Bank bertindak sebagai pembeli
dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas,
kuoalitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus
ditentukan secara pasti. Hal tersebut dilakukan supaya
masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam praktik perbankan, ketika barang talah
diserahkan kepada bank, maka bank akan menjuainya kepada
rekanan nasabsh atau kepada nasabsh itu secara tunai atau
SECArS ANESUIAN.

Adapun ketentuan umum salam sebagai berikut >
a}  Pembelian hasil produksi hams diketahui spesifikasinya

secara jelas.

b)  Apabila hasil produksi vang diterima cacat atau tidak
sesuai dengan akad maka nasabah {produsen) harus
bertanggung  jawab  dengan cara  antara  lain

2 Ibid, bhal. 31.
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mengembalikan dana yang diterimanya atzy mengganti
sesuai dengan pesanan.

¢) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli

atau dipesannya sebagai persediaan (invemtory) maka
dimungkinkan bagi bank untuk melekukan akad salam
kepada pihak ketiga {(pembeli kedua),
3y Isfishna
Dalam istishna pembayaran dilakukan oleh bank dalam
beberapa kall pembayaran,
Ketentuan umum dalam istishna
Spesifikast barang harus jelas, Harga jual yang
disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh
berubah sefama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari
kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad
ditandatangani meka seluruh biey2 tanggungan ditanggung
nasabah,
Prinsip Sewa {jarah)

Transaksi {arah dilandasi adanya perpindzhan manfaat
dimana objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa,
bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah,
Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan ijarak
muntahiyah bittamiik (sewa yang ditkuti dengan berpindabnya
kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal
perjaniian.

Prinsip Bagi Hasil (Syirkeh)

Produk pembiayaan syarizh yang didasarkan pada prinsip
bagi hasil adalah :**
1) Musyarakah

2 thid,
* thid hal, 33,
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Transaksi musyarakon dilandast adanya keinginan para
pihak yang berkejasama untuk meningkatkan nilai asset yang
mercka miliki secara bersama-sama. Yang termasuk dalam
golongan musyararah adalah semus bentuk usaha yang
melibatkan dua pihak atau lebih dimana secara bersama-sama
memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud
maupun tidak berwujud.

Ketentuan umum paisparakah sebagai berikut :°

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek.
musyarakah akan dikelola bersama-sama, Setiap pemilik
modal berhak trut serta dalam menctukan kebijakan usaha
vang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal
dipercaya untuk menjalankan proyek musyaratah tidzk boleh
melakukan tindakan seperti
a} Mengpgabungkan dana proyek dengan harta pribadi.

b} Menjalankan proyek musyarokah dengan pihsk lain
tanpa iztn pemilik modal.

¢}  Membeyi pinjaman kepada pihak lain.

Ketentuan lainnya adalah ¢

d) Setiap pemilik modal dapat mengalibkan penyertaan
atau digantikan oleh pihak lain.

¢)  Setiap pemilik modal dianpggap mengakhiri kerjasama
apabile menarik diri dart perserikatan, meninggal dunia
dan menjadi tidak cakap hukum.

fy Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan
jangka waktu proyek harus diketahni  bersams,

Keuntungan dibagi sesuai dengan sesuai kesepakatan

sedangkan kerugian dibagi sesual dengan porsi

kontribmsi modal.

B Yhid, sl 34,
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g Proyek vang akan dijalanken harus disebutkan dalam
akad. Setelah proyek selesai  nasabah  dapat
mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang
telah disepakati untuk bank.

Mudharabah
Mudharabah adalab kerjasama antara dua ataun lebih

pihak  dimanas pemilik  modal  (shakidw!  maal}

mempercayakan  sejumlah  modal  kepada pengelola

{mudharib} dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.
Perbedaan vyang esensial dari  musyargkeh dan

mudharabah  terletak pada besamya koniribusi  atas

mangjemen dan kevangan stau salah satu diantara itu, Dalam
mudharabah, modal hanya berasal daxi salu  pihak

Sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak

ateu  lebih, Ausvarakah dan  mudhbarabeh  berbentuk

perjanjian kepercaysan {(ugud al-omanah) yang mepuntut
tingkat kejuhuran yang tinggl dan menjunjung keadilan,
Ketenwman umum mudharabah sehagai berikut *°

a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nassbah selaku
pengelola modal harns diserahkan tupai; dapat berupa
uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam
satuan uang.

b}  Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah
dapat diperhitungkan dengan dua cara : perhitungen
dari  pendapatan  proyek dan perhitungan dari
keuntungan proyek.

¢} Hasil usaha dibag! sesvai dengan persctujuan dalam
akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati,
Selaku pemilik modal, bank menanggung seluruh

¥ thid, hal. 35.
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kerugian, kecuali akibat kelslaian dan penyimpangan
dari pihak nasabah.

d} Bank berhak melakukan pengawasan terhadap
pekerjean, namun tidak berhak mencampuni vrusan
pekerjaan/usaha nasabah. lika nasabah cidera janji
dengan  sengaja maka dapat  dikenakan  sanksi
administrasi.

Prinsip mudharabah terbagi 2 {dua) -V

Mudharabah Mugayvadah on Balance Shest
Jenis mudbarabah inf memupakan simpanan khusus

{resiricted invesiment) di mana pemilik dana dapat

menetapkan syarat-syarat fertentu yvang harus dipatuli oleh

bank.
Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

a) Pemilik dana wajib menetapkan syaral tertentu vang
harus ditkuti oleh bank walib membuat akad yang
mengatur persyaratan penyaluran dana  simpanan
khusus.

b} Bank wajib memberitabukar kepada pemilik dana
mengenai  nisbah dan fata cara pemberiishuan
keumtungan dan atan pembagian keunfungan serta
risiko yang dapat ditimbuolkan dari penvimpenan dana.
Apabila telah tercapal kesepakatan, maka hal tersebut
harus dicantumkan dalam akad,

c}  Sebagai tanda bukii simpanan bank menerbitkan bukti
simpanan khusus. Bank wajib memisakkan dana dard
rekening leinnya,

*? Fhid, hal. 4042,
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3} Untuk depositc mudharabuh, bank wajib memberikan
sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito
kepada deposan.

2)  Mudharabah Mugayyadak off Balarice Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penvaluran dana
mudnarabah langsung kepada pelaksana usshanya, di mana
bank bertindak sebagal perantara (arranger) vang
mempertemukan antara pemiltk dana dengan peloksana
usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu
vang harus dipatuhi cleh bank dalam mencari kegiaten usaha
yang akan dibjayai dan pelaksana usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

a) Sehagal tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti
simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dard
rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos
tersendiri dalam rekening administratif,

b) Dana simpanan kbusus harus  disalurkan  secara
langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik
dana.

c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan
kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan
pelaksana berlaku nisbah bagi hasil.

d.  Akad Pelenglap
1}  Hiwalah (Ahh Utang Piutang)
Hiwalah adalah tansaksi mengalibkan utang pintang.

Vasilitas Aiwalah lazimpya untuk melanjutkan supplier

mendapatkan meodal tunai  apar  dapat  melanjutkan

produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa

pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian
yang mungkin timbul, bank perly melakukan penelitian atas
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kemampuan pihak yang berutang dan kebeparan transaksi

antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang,

Rakn {Gadai)

Tujusn akad rafm  adalah memberikan  jaminan
pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan
pembiayaan. Barang vang digadaiken wajib memenuhi
kriteria sebagai berikut :**
ay  Milik nasabah sendin.

b) Jelas ukuran, sifat, dan nilainya difentukan berdasarkan
nilai riil pasar,

¢}  Dapat dikuasai pamun tidak bolch dimanfaatkan oleh
bank.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan
penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim,
Nasabah berhak uvntuk menjual barang tersebut dengan
seizing bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewaiibannya
maka kelebihan tersebul menjadi milik nasabah. Jika hasil
penjualan fersebut lebih keell dari kewajibannya, masabah
menutupi kekurangannya.

Qardh
Qurdh adalah pinjawan vang. Aplikasi qardh dalam

perbankan biasanya dalam empat hal yaitu %

a}  Sebagai pinjaman tabungan haji, dimana nasabah calon
haji akan diberikan pinjaman untuk memenuld syarat
penyetoran  biaya perjalanan haji. Nasabah akan
melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.

b)  Sebagai pinjaman tunai {cash advernced) dari produk
kartu kredit syariah, dimans nasabah diberi keleluasaan

% 1hid, hal. 37.
7 Ibid,
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untuk menark vang twna melalai bank (ATM).

Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang

ditentukan,

¢)  Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil.

4 Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank
menyediakan  fasilitas  ini vatuk  memastikan
terpenuhinya kebutuban pengurus bank. Pengurus bank
akan mengembalikannya secarz angsur melalui
pemotongan gajinya.

4y Wakalah (Perwakilan)

Wakalah terjadi apabila nasabaly memberikan kuasa
kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan
jasa tertentu.

Bank dan nasabah vang dicantumkan dalam akad
pemberian kuass harus cskap hokum, Kelalaian dalam
menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab baak, kecuali
kegagalan kavena jforce majeure menjadi tanggung jawab
nasabah. Apabila bank vang ditenjuk lebih dari sate maka
masing-masing hank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri
tanpa musvawarah dengan baok yang lain, kecuali dengan
seizin nasabah.

5)  Kafddch (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tjuan untuk

menjamin suatu kewajiban pembayaran.

2.2.2.2 Produk Penghimpunan Dana
Penghimpunan dana i Bank Syariah dapat berbentuk giro,
tabungan, dan deposite, Prinsip operasional syarish yang diterapkan
dalam penghtmpunan dana mesyarakat adalah prinsip wadi'ah dan
mudharabah,
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a. Prinsip Wadi ok

Prinsip wadi'ah vyang diterapkan adalah wadi'ah yad
dhamarnah berbeda dengan wadf'ah yad amanah. Wadi'eh yad
amanah diterapkan pada produk simpanan yang tidak sering
ditarik amu dipakai, seperti safe deposit box. Sementara wadi'ah
yad dhamanah diterapkan pada rekening gire.*®

Dalam wadi‘ah yad amaneh, prinsipnya herta titipan tidak
boleh dimanfaatkan oleh vang dititipi (bank). Sedangkan dalam
wadi’ak yoad dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung
jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan
harta titipan tersebut,

Ketentuan umum dari produk ini adalah ;'

i} Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dang menjadi hak
miltk atau ditasggung bank, sedangkan pemilik dana tidak
dijanitkan imbalan dan tidak menangpgung kerugian. Bank
dimungkinkan memberi bonus kepada pemilik dana sebagai
suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak
boleh diperjanjikan di muka.

2}  Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya

mencakup izin penyaluran dapn yang disimpan dan
persyargtan lainaya  yang  disepakati selama  tidak
bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik
rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro,
dan debit card,

3} Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan
penggantt biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya
yang benar-benar terjadi.

* Muhammad Ryaii'l Antonig, op.of, hal, 249,
** Bank Indonesia, Perbamkan Syariah, hal. 39,
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4) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening
giro dan tsbungan berlaku selama tidak bertentangan dengan
prinsip syariah.

Prinsip Mudharabah
Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan

bertindak sehagat shohibul maai {(pemilik modal) dan bank sebagai

mudharib {pengelola). Dalam ha! bank menggunzkan dana untuk
melakukan pembisyasn mudharabah, bank bertanggung jawab

penuh atas kerugisn yang ferjadi. Prinsip mudharaboah i

diaplikasikan pada produk tebungan berjangka dan deposito

berjangka.
Berdasarkan kewenangen yang diberikan pihak penyimpan
dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi

1)y Mudhgrabalh mutlagah

Penerapan mmdharabah  muflagah  dapat  berupa
tabungan dan deposito  schingga terdapat dua  jenis
penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan
deposite mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, tidek ada
pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana vang
dihimpun.

Ketentuan urnum, dalam produk ini adalsh ;
ay  Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana

mengenal nisbah dan  fata cara  pemberitshuan
keuntungan dan atau pembagian keuntungan serta
risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.

Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut

harus dicantumkan dalam akad.
by  Untuk tabungan mudkarabakh, bank dapat memberikan
buku tabungan scbagal buktl penyimpanan, seperti

2 1hid, hal. 40-42,
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kariu Anjungan Tunai Mandin (uatuk selanjutnya
disebut ATM) atau @lat penarikan lainnya kepada
penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib
memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan {bilyet)
deposito kepada deposan.

Tabungan mudharabak dapat diambil setiap saat oleh
penabung sesual dengan perjanjian yang disepakati,
namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif,
Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai
dengan jangka waktu yang disepakati. Deposito yang
diperpaniang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan
sarna seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah
dicantumkan perpanjanpan otomatis maka tidak periu
dibuat akad baru.

Ketentpan-ketentuan lain  vang berkaitan dengan
tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.

Akad Pelengkap

Untuk mempermudah  peleksansan penghimpunan  dana,
biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap tidak
ditujukan untek mencari keuntungan tetapi ditujukan upmuk

mempertmudah  pelaksanaan  pembiayaan.  Meskipun  tidak
ditujukan unink menvari keuntungan, dalam akad pelengkap
dibolehkan wimk  meminta pengganti  biaya-blaya  yang
dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Besarnya pengganti biaya

ini sekadar menutupi biaya yang benar-benar timbu

1’43

3 tbid hal, 4243,
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2.2.2.3 Jasa Perbankan
Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan
kepada nasabab dengan mendapat imbalan berupa scwa  atau
keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa %
a.  Sharf(Jual Beli Valuta Asing)
Pada prinsipnya, jual beli valuta asing scjalan dengan sharf
Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerabannya harus
dilaksanakan pada waktu yang sama (spof). Bank mengambil
keuntungan dan jual beli valuta asing ini.
b.  Horuh (Sewa)
Jenis kegiatan farah antara lain penyewaan kotak simpanan
{safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen
(custodian}. Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

2.2.3 Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
a.  Pengertian
BIPS adalah suatu dewan yang didirikan uniuk mengawasi kegiatan
operasi bank Islam schingga tidak sampal melanggar prinsip syariah

atau senantiasa sesuai dengan prinsip muamalzh dalam Islam. Tanggung
jawab dewan ini antara lain mengawasi : pertama, produk dan jass yvang i
ditawarkan bank kepada nasabah; kedus, investasi ataupun proyek '
dengan siapa bank bekegasama diizinkan oleh syariah; ketiga,
manglemen bank ini sendiri yang harus didasart prinsip-prinsip
syariah *
b.  Tugas dan Fungsi serta Wewenang DPS
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wailb mengikuti fatwa
DSN yang merupakan otoritas tertinggl dalam mengeluarkan fatwa

* thid.
* prof. DR. Ahmad Redoni dan Prof. DR. Abdut Hamid, op.cif, hal. 200.
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mengenai produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip svariah,
Fungsi dan tugas DPS adalah sebagai berikut e

)

2)

3

4)

3)

6)

Sebagai penaschbat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan
Unit Usaha Syariah dan pimpinan kamor cabang syaxiah mengenai
hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

Sebagai mediator antara bank dan  DSN  dalam
mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dam
jasa dari bank yang memeriukan kajian dan fatwa dari DSN.
Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib
melaporkan kepiatan usaba serta perkembangan bank syaciah yang
diawasinya kepada DSN sekuwrang-kurangnya satu kali dalam
setahun,

Bank vang akan membentuk DPS dalam rangka perubahan
kegiatan usaha atau membuka kanter cabang syarsh upiuk
pertama  kali dspat menysmpaikan permohopan penempatan
anggota DPS kepada DSN, MU

Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagl ketentuan yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia
dan Bapepam,

Memberikan peringatan kepada lembags keuangan syariah untuk
menghentikan penvimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN,

Mengusulkan kepada pihek yang berwepang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Fungsi lain dari DPS adalab melaporkan kepada pemegang saham

dan depositor babwa semua aktivitas bank sesual dengan syariah.

Laporan tersebut divmumkan bersamaan dengan laporan talunan bank.

Sedangkan wewenang DPS adalah :

* Ibid, hal. 201201,
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Memberikan pedornan atau gans-garis besar syarich; baik untuk
pengerahan maupun unfuk penvalusan dana serta kegiatan bank
lainnya.

Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah atau
sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.

¢. Anggota DPS

Anggota DPS seharusnya terdiri dari ahli syariah yang sedikit

banyak menguasai hukom dagang positif dan cukup terbiass dengan
kontzak-kontrak bisnis. Anggota DPS bukanish staf bank, mereka dipilih
oleh RUPS serta gaji mereka ditentukan oleh RUPS.

Karena DPS bukanish staf bank dimana miereka tidak tunduk di

bawah kekuasaan administratif maka diperluken Hason spariak yang
menghubungkan dengan direksi.

1y

2)

3)

4)

)

Tugas-tugas liason syariah adalah sebagai berikut » ¥

Memberikan penjelasan syariah kepada segepap jajaran dan
internal bank.

Mermberikan informasi tentang mekanisme operasional bank Islam
dan konsep-konsep syariahnya ke pibak luar dengan persetujuan
dewan direksi dan gtau DPS.

Menyusun dan melaksanskan paket atan modulvnedul fertentn
untuk meningkatkan intelektualitas dan komitmen keislaman
segenap jajaran dan segmen bank Islam.

Mengawasi dan memastikan scgenap aktivitas dan produk agar
sesual dengan syariah serta mengajukammya ke DPS bilamana
didapati suatu pelanggaran,

Menyusun dan melaksanakan program jangka panjang dan jangka
pendek sekretariat DPS.

Banyak anggota DPS yang tdak mempuonyai kemampuan di

bidang perbankan mercke hanya mengendalkan kepopuleran dan

¥ I5id, hal, 204-205.
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karisroa vang dimiliki, Qleh karepa itu, hares diadakan penyeleksian
vang ketat dalam mengangkat anggota DPS agar bank syariah benar-
bemar menerapkan pringip syariah. Anggota DPS wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut -2
1} Integritas
Anggota DPS yang memenuhi persyaratan infegritas tersebut,
antara lain adalah pihak-pihak yang :
a}  memiliki akhlak dan moral yang baik;
by memiliki komittoen untak mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
¢) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan
perbankan syariah yang sehat;
d) tidak termasuk dalam daflar fdak lJulus sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2}  Kompetens:
Angpota DPS yang memepuhi persysratan kompetensi
tersebut antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetabuan
dan pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan di
bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3} Reputasi keuangan
Anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keusngan
tersebut antara lain adalah pibak-pibak yang :
a)  tdak terasuk dalam kredit/pemibiayasn macet;
by  iidak pernsh dinyatakan pailit atas menjadi Direksi atau
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
perseroan dinyatakan pailit, dalam wakte 5 (Jima) tahun
terakhir sebelum dicalonkan.

1 Hasil wawancara dengan Bapak X, Direktoral Perbankan Syariah Bask Indonesia, tanggal 17 Juni
2008,
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Dalam rangka penerapan prinsip good corporate governance dan
sesuai  dengan Kketentuan yang berlake, DPS dapat  melakukan
perangkapan jabatan denpan kefentuan sebagai berikud
1) Jumlah anggotz DPS sckurang-kurangnya 2 (dua) orang dan

sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bagi Bank Umum Syariah dan

Unit Usaha Syarish, sedangkan bagi BPRS jumish anggota DPS

sekurang-kurangnya 1 (satu} orang dan sebanyak-banyaknya 3

(tige) orang;

2) Anggota DPS hanya dapat merangkap jabazian schagal anggota
DPS sehanyak-banyaknya pada 2 {dua) bank lain dan 2 (dua)
lembaga keuangan syariah bukan bank;

3) Sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota DPS dapat merangkap
jabatan sebagai anggota DSN-MUL
Bank syariah wajib memberikan fasilitas kepada DPS dalam

rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanasn tugas,

wewenang dan tanggung jawab selaku DPS, antara lain :

1} Mengakses data dan informasi vang diperlukan terkail dengan
pelaksanaan togasnya, serta mengklarifikasikannya kepada
manaiemen bank;

2} Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah
kepada manajemen bank;

3)  Memperoleh fasilitas yang memadai uniuk melaksanakan tugas
secara efekaf;

4} Memperoleh imbalan sesuai dengan aturan perseroan.

2.2.4 Keunggulan Bank Syariak
Adapun keunggulan dari Bank Syarigh adatah ;%

* Prof. DR, Ahmad, Rodoni dan Prof. DR. Abdul Hamid ,op.c#t, hal, 37,
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a. Dengan adanyz negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak bank,
tercapai suatu hal yang saling menguntungkan, Maka dengan prinsip ini
kedua belah pibak akan meresa saling diuntungkan.

b, Dengan prinsip bagi hasil, jika perusahaan ingin menaikkan vsshanya
namun kekurangan modal, maka dapat mengajukan kredit dengan baik,
schingga dapat menerima modal dan juga risiko yang ada lebih rendah
daripada pinjaman kredit biasanya.

¢. Dapat mendorong para pengusaha Kkecil untuk mengembangkan
usahanya dengan baik, dengan adanya bantuan dari pihak bank.

d. Risiko kerugian lebik kecil dengan menggunakan prinsip ini. Karena
apabila mengalami kerugian, maka dibagi menurut perjanjian yang
dibuat,

e. Flhak bank akan mendapatkan banyak nasabah dengan menggunakan
prinsip mi, Karena adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh
bank dan juga akan menaikkan keuntungan yang besarnya sesuai dengan
perjaniian yang dilakukan,

2.2.5 Pringip Pelayanan

Empat prinsip pelayanan nasabah -*° ‘

a. Keadilan, yakni penerspan imbalan atas dasar bagi hesil dan E
pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank
dengan nasabah atau mitra nsaha.

b.  Kemitraan, dimana nasabah investor, nassbah pengguna dana dan bank
berada dalem kesejajaran  sebagai mitra ussha yang  saling
menguntungkan dao bertanggung jawab.

¢, Transparansi, diwujudkan melalui laporan keuangan yang terbuka secara
berkesinambungan, sehingga nasabah dapat dengan segera mengetahui
kondisi keuangan dan kualites manajemen setiap bulannya.

* Juli Trmayanto dik, op.cir, hal. 141,
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d.  Universalitas, memberikan layanan yang sama dalam mendukung
perkembangan ussha masyarakat, tanpa membedakan suku, agama, ras
dan antar golongan sebagal cermin dari semangat kasih sayang bagi

semua.

2.2.6 Ruang Lingkup Pengawasan DPS
DPS bertugas mengawasi kegiatan bank syarigh agar sespai dengan

Prinsip Syarish. Pelaksanasn tugas DPS tersebut meliputi antara lain 2

a.  menilal dan memastikan pemenvhan Prinsip Syariah dalam pedoman
operasional dan produk yang dikefvarkan bank syariah;

b. mengawasi proses pemgembangan produk baru sejak awal sampai
dengan dikeluarkannya produk tersebut;

¢.  memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atan pembiayaan
vang direstrukiurisasi;

4. meminta fatwa kepade DSN untnk produk baru yang belum ada
fatwanya;

e. meiakukan review secara berkala atas pemenuban prinsip syariah
terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dans serta
pelayanan jasa bank; dan

f.  meminta data dan informasi terkait dengan aspek syarigh dari satuan
kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

2.2.7 Objek Pengawasan Syariah™
a Gire
Salah satu fungs! bank adalah menghimpun dana dari masyarakat
antara lain melalui produk bank berupa giro. Perjanjian untuk produk
giro dapat menggunakan akad wadiah atau akad mudharabah,

# Hasil wawancarg dengan Bapak X, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, tanggal 17 Juni
2009,
% thid
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Akad wadiah adalah akad penitipan dana dengan Ketentuan penitip
dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yaog
dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila penitip
mengambil sewaktu-waktu dana tersebut,

(iro wadiak adalah titipan dana berdasarkan prinsip wadizh pada
bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, samzm perintah pembayaran
fainnya atau dengan cara pemindahbukuan laionya.

Akad mudharabah adaleh akad yang digunakan dalam perjanjian
antara. pihak penanam modal dan pengelola modal untuk melekukan
kegiatan usaha terfentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua
belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Dalem transaksi giro mudharabah ini nasabah bertindak sebagai
shanibul muad memberikan kebebasan kepada pengelola dana
{mudharib) dalam pengelolaan investasi,

Tujuan pengawasan syarish atas giro baik wadigh maupun
mudhorabah adalah untuk mendapatkan keyskinan yang memadai
bahwa ;

1) Kegiatan produk giro telah dilakukan sesusi dengan priasip-prinsip
syariah;
2} Lialam pemberian bonus tidak boleh :
ay diperanjikan dimuka;
b)  berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (eocrual)
tetapi harus berdasarkan pendapatn riil yang diterima bank
{cash basis);
3)  Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh -
a}  berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (accrual}
tetapi harus berdasarkan pendapatn riil yapg diterima bank
(cash basis),
b}  merubah nisbah sebelom berakhirnya akad;
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4) Biaya pengelolaan giro mudharaboh menjadi beban bank dan
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak
ada pembebanan biava-biaya lain tanpa persetujuan nasabah
pernilik dana;

3} Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan giro wadiah dan
mudharabah harus mengiknti ketentuan fatwa DSN-MUI tentang
giro dan Peraturan Bank Indonesia (untuk sslanjutnya disebut PBI)
tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluren Dana Bank yang
Melaksanakan Kegiatan Usaba Berdasarkan Prinsip Syariah yang
berlaku.

Tabungan
Perjanjian untuk produk tabungan dapat menggunakan akad

wadiah dan mudharabah. Dalam transaksi tabungan wadigh pasabsh
bertindak sebagai penitip dava (mudi’y dan bank bertindak sebagai
pengrima dana (muda’). Bank berkewajiban menjaga dana titipan dan
bertanggung jawab atas  pengembaliannya sewakiv-waktu bilamana
ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan,

Dalam transsksi tabungen predhorabeh ind nasabah bertindak
sebagai pemilik dara (shakibul moal} dan bank bertindak sebagai
pengelola dana (mudharib).

Tujuan pengawasan syarigh atas tabungan baik wadiah maupun
mudharabah adalah untok mendapatkan keyakinan yesg memadai

bahwa
1)  Kegiatan produk tabungan telah dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah;

2)  Dalam pemberian bonus tidak boleh -
a.  diperjaniikan dimuka;
b.  berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima {accrual)
tetapt harus berdasarkan pendapain ril vang diterima bank
{cash basis);
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Dalam pernberian bagi hasil tidak boleh

a)  berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima {gecrual)
tetapi harus berdasarkan pendapatan riil vang diterima bank
{cash basisy,

b}  merubah nishah sebelum berakhimya akad;

Biaya pengelolaan tabungan mudharabah menjadi beban bank dan

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak

ada pembebanan biaya-biaya lain tanpa persetujuan nasabah

pemilik dana;

Sermua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan tabungan wadiah

dan mudharcbah harus mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI

tentang tabungan dan PBI tentang Akad Penghimpunan dan

Penyaluran Dana Bank yang Melaksangkan Kegiatan Useha

Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku.

Deposito

Dalam kegiatan pengumpulan dana melalui produk depsito yang

menggunakan akad mudharabah barus mengikuti fatwa DSN-MUI
tentang mmdharabah. Dalam transaksi deposito mudharabsh nasabah
bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maaly dan bank bertindak
sebagai pengelola dama (mudharib),

Tujuan penpawasan syariah atas deposite mudharabah adalah

nuntuk mendapatkan keyakinan yang imemadai bahwa

I

2)

Kegiatan produk deposito telah dilakukan sesual dengan prinsip-

prinsip syariah;

Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh -

a)  berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima {accrual)
tetapi harus berdasarkan pendapatn riil vang diterima bank
{caszh basis);

b)  merubah nisbah sehelum berakhirnya akad;
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3}  Biaya pengelolaan deposito mudharabuh mermjadi beban bank dan
menggunakan nisbah keuntungan vang menjadi haknya, dan tidak
ada pembebanan biaya-biaya lain tanpa persetujuan nasabah
pemilik dana;

4} Semua kegiatan vang terkait dengan pengelolaan deposite
mudharabah harus mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI tentang
deposito dan ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku,

Pembiayaan Mudharabah
Pada prinsipnya, dalam pembiavasn mudharpbah tidak ada

jarminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian, bank syariah dapat

meminia jaminan kepada nasabsh atau debitur (pudharib) pads saat
penyaluran pembiayaan. Jaminan yang diterima oleh bank hanya dapat
dicairkan apabila nasabab atau debitur (mudharib) terbukti melakukan
pelanggaran terhadap kesepakatan akad pembiayasn mudharabah.

Tujuan pengawasan syariah giss pembiayaan mudharabah sdalah
uniuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

1} Kegiatan pembiayaan mudharabah telab dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah;

2)  Bagi hasil pembiayaan mudharaboh vang diakui telah berdasarkan
realisasi penerimaan (riil} bukan berdasarkan proyeksi;

3} Akad pembiayaan mudhorebah telah disusun sesuai dengan
mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang pembiayaan
serta ketentuan Bank Indonesia lainmya yang berlaku.

Pembiayaan Musyarakah
Bank dan nasabah masing-masing bertindak scbagai mitra usaha

dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang  untuk

membiayat suate kegiatan usahs tertenty,
Tujuan pengawasan syariah atas pembiayaan musyarakah adalah
untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa
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1} Pembiavaan musygrekah telah dilakukan sesugi dengan prinsip-
prinsip syariah;

2} Bagi hasil pembiayaan musyaragkah yang diakui telah berdasarkan
realisasi penerimaan (riil) bukan berdasarkan proveksi;

3} Akad pembiayaan prsyarakeh teleh disusun sesuai dengan
mengacy pada farwa DSN-MUI yang berlaku tentang pembiayaan
musyarakah serta ketentuan Bank Indonesia lainnya vang berlaku.

Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah
Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank

dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari

pihak ketiga untuk dan atas nama bank. Dan kemudian barang tersebut
dijual kepada nasabah. Dalam hal ini akad muwrabahah bare dapat
dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank.

Apabila transaksi murabahah jadi dilaksanakan, maka uang muks
dipergunakan sebagai pengurang dari piutang murabahah. Apabila
transaksi murabaiah tidak jadi dilaksanakan (batal) maka wang muka
harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang
dialami eleh bank sehubung dengan pembatalan tersebut, dan apabita
uang muka tdek mencukupi maka nasabab wajib membayar
kekurangannya kepada bank.

Tujuan pengaweasan syariah atas pembiayaan berdasarkan prinsip
murabohah adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai hahwa;
1}  Pembiayaan berdasarken prinsip murabahah teish dilakukan sesual

dengan pringip-prinsip syariah;

2) Akad penyaluran dana berdasarkan prinsip murabahah telah
disusun dengan mepgacu pada fatwa DSN-MUI vang beriaku
tentang murabahah serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang
berlakn;

3}  Potongan tagiban murabahah (al-khashm fi al-murabahak) yang
diberikan oleh bank bukar dimaksudkan untuk menyesuaikan
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dengan suku bunga kredit tetapi diberikan untuk nasabah yang

memenuhi kriterta ;

a) telah melakukan kewsjiban pembayaran cicilannya dengan

tepat waktu;

by  mengalami penurunan kemanpuan pembayaran,

Pembiavaan Berdasarkan Prinsip Isfishna’

Penyaluran dana berdasarkan prinsip istishna’. Istishma’ adaleh
akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu
dengan kriteria fertentu antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan
peniual (pembuat, shani ).

Berdasackan akad istisira’ tersebut penjual wajib membuat atau
mengadakan mashnu’ {(barang dipesan} sesoai  spesifikasi  yang
disyaratkan pembeli untuk kemudian discrabkan kapada pembeli pada
waktn vang telah disepakati.

Tujuan pengawasan syarioh atas pembiavean berdasarkan prinsip
istishna’ adalah untuk mendapatkan keyskinan yang memadai bahwa :

1} Pembiayaan berdasarkan prinsip istishno” vang diberikan bank
kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah;

2) Akad pembiayaan berdasarkan prinsip istishng’ telah disusun
dengan mengacu pada fatwa yang berlako tentang isshrg’ serta
ketentuan Bank Indonesia lainnya vang berlaku.

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Safam
Saiam adalah akad yang digunakan dalam peganiian jual beli

barang <dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat ferfentu dan
pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh dimuka (cash in
advance). Bank membeli barang dari supplier dengan spesifikasi,
kualitas, juwnlah, jangka waktu, tempat dan harga vang disepakati
dimuka.

Tujuan pengawasan syariah atas pembiayaan berdasarkan prinsip
saleon adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :
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1}  Pembiayaan berdasarkan prinsip sefem yang diberikan bank
kepada nasabah telal memenuhi prinsip syariah;

2)  Akad pembiayaan berdasarkan prinsip salam telah disusun dengan
mengacu pada fatwa yang berlaku tentang salam serta ketentoan
Bank Indonesia lainnya vang berlaku.

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Ifarah
Farah adalah akad yang digunakan untuk transaksi sews menyewn

suaty barang dan atay jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

sewa atau inbalan jasa.

Akad Ferah dapat digunakan untuk dua jenis transalcsi yaity ;

1}  Akad ijarah untuk transaksi sewa-menyewa;

2)  Akad ifarak untuk transaksi multijasa,

Bank dapat menyewakan objek sews berapa barang yang telah
dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak
lain untuk kepentingan nagabah berdasarkan kesepakatan,

Bank juga dapat memberikan pembiavaan kepada nasabah dengan
menggunakan akad farak untuk trapssksi multijasa dalam jasa
keuzngan antarz lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan dan kepariwisataan.

Tujuan pengawasan syariah atas pembiayaan berdasarkan prinsip
ijarah adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

1} Pembiayaan berdasarkan prinsip Harah yang diberikan bank
kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariab;

2}  Akad pembinyaan berdasarkan prinsip farah telah disusun dengan
mengacu pada fatwa vang berlaku tentang Harah serta ketentuan
Bank Indonesia lainnya vang berlaku;

3y Dalam pembrayaan muitjasa, penetapan yirah atau fee tidak
berdasarkan prosentase tertentu yang dikaitkan dengan jumlah
nominal pembiayaan yang diberikan;

{Iniversitas indonesia

Pengawasan Bank..., Anisa Nastiti, FH Ul, 2009



43

4} Dalam hal bank menggunakan jasa asuransi dalam pembiayaan
ifarah maka asuransi yang diperguanakan adalah asuransi syariah,

Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Qardh
Bank dapat memberikan pinjaman gards untuk kepentingan

nasabah berdasarkan kesepekatan. Nasabah wajib mengembalikan

jumlah pokok pinjaman gardh yang diterima pada waktu yang telah
disepakati.

Dalam hal nasabah tidek dapat mengembalikan sebagian atau
seluruh kewsjibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah
tidak mampu, maka bank dapat memperpaniang jangka wakin
pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman
nasabah atas beban kerugian bank.,

Sumber dana gardh dapat bersumber dari : bagian medal bank,
keuntungan bank vang disisibkan dan lembaga lain atan individu yang
mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank.

Tujnan pengawasan syarigh terhadap qardh adalah  umtuk
mendapatkan keyakinan yang memadai babwa :
1y Pembiayvaan berdasarkan priosip gardh vang diberikan bank

kepada nasabah felah memenuhi prinsip syariah;

2)  Dalam penetapan besamya biaya administrasi schubungan dengan
pemberian gardh, tidak boleh berdasarkan perhitungan prosentase
dari jumiah dana gord?h yang diberikan;

3}  Akad pembiayaan berdasarkan prinsip gardh telah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang gard’ serta ketentuan Bank
Indonesia lainnya yang berlaku.

Investasi Pada Surat Berharga
Investasi pada surat berharga hanya dapat dilakukan pada surat

berharga berdasarkan prinsip syariah sepanjang ketentuan perundang-

undangan yang berlaku  memperbolehkan. Surat berharga yang
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dimaksud amiarz lain @ instrumen investasi syariah, obligasi yang
berdasarkan prinsip syariah, investasi mudharabah antar bank.

Tujuan pengawasan syariah terhadap investasi pada surat berharga
vang dilakukan oleh bank adalah untuk mendapatkan keyakinan yang
memadai bahwa
1) Investasi pada swat berharga yang dilakukan oleh bank telah

memenuhi fatwa DEN-MUI yang berlaku tentang investasi pada

surat berharga dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

2) Investasi pada surat berharga telab dilakukan pada emiten yang
telah memenuhi ketentuan syariah,

Pertakuan 7o widh (Ganti Rugt}

fa'widh {(ganti rugl) adalsh sejumlah dana yang dibsbankan
kepada nasabah untuk menutup kerugian vang diderita oleh bank akibat
nasabah lalal atap melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan
dalam akad.

Bank dapat mengenakan fa 'widh (ganti rugi) sebesar kerugian riil
yang dapat diperhitangkan dengan jelas kepada npasabah yang telah
melakukan kelalaian atas kewajibannya.

Tujuan pengawasan syariah terhadap pengenaan ta’widh (ganti
ragi) adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai babwa :

1) Pengenaan ta’'widh {ganti rugi) oleh bank kepada nassbah telah
memennhi prinsip syariab;

2} Besamya fo'widh (ganti rugi) yang diperhitungkan adalah sehesar
kerugian riil yang diderita oleh bark akibat kelalaian nasabah,

Pengenaan Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran

Bank dapat mengenakan sanksi kepada nasasbah yang mampu
membayar tetapi menunda pembayeran dengen sengaje atau nagabah
yang tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya.
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Sanksi yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus
berdasarkan prinsip @'zir yaitn bertujuan agar nasabah lebih disiplin
dalam melaksanakan kewsjibannya.

Tujuan pengawasan syarizh terhadap pengenaan nasabsh mampu
yang menunda pembayaran adalah untuk mendapatkan keyakinan yang
memadai balywa :

1} Pengenaan sanksi oleh bank kepads nasabah telah memenuhi
prinsip ta’zir;

2) Besarnva denda yang dikenakan kepada nasabsh telah disepakati
dan telah dicantmmkan dalam akad;

3) Hasil dari pengenaan sanksi berdasarkan prinsip ta’zir tersebut
telah diperuntukkan bagi dana sosial {dapa kebajikan).

Jasa Kafalah

Kafalah adalah jaminan yvang diberikan oleh penanggung (ke
kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang
ditanggung (makfuul ‘anku, oshil). Dalam transaksi kgfalah, bank
bertindak sebagai pihak pemberi jaminan (penanggung) dan nesabah
sehagai pihak yang menerima jaminan (hok tanggungan}.

Ketentoan rukun dan syarat kafalah
1y Pihak penjamin (kafiil) ;

a}  baligh {(dewasa) dan beraka! sehat;

b}  berhak penub untuk melakukan tindakan hukum dan urusan

hartanya dan rela dengan tanggungan kafiriah tersebut.
2}  Pihak yang berhutang atau nasabah (ashiil, mokfind ‘anhu) -

aj} sanggup menyerghkan fanggubgannya (piutang) kepada

penjamin;

b}  dikenal oleh penjarin.

3)  Pihak orang yang berpimtang (mekfiad lahu) :
a}  diketahui identitasnya;
b)  dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa;
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¢} berakal schat.

Obyek penjaminan (makful biki) :

) merupzkan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik
berupa uang, benda, maupun pekerjaan;

b)  bisa dilaksanakan oleh penjamin;

¢} barus merupakan pivtang mengikat (lezim}, yang fidak
mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;

d)  harus jelas nilai, jumiah dan spesifikasinya;

gy  tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).

Tujuan pengawasan syariah terbadap jasa kafaleh adalah untuk

mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

1) Jasa kafalah yang diberikan telab sesuai dengan fatwa DSN-MUI
tentang kafalah;

2} Dalam penctapan fee jasa Xafaloh tidak mengacu pada sukua
bungan yang dikaitkan dengan besarnya kafalas vang diberikan
olech bank.

Jasa Wakalah
pernyataan ijab dan qabul dalam wakalab harus dinvatakan oleh

para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan

kontrak (akad).

Kukun dan syarat wakalah meliputi

1) Syarat-syarat muwakkil (vang mewakitkan) ;

a) pemiiik sab yang dapat bertindak terhadap sesuatu vang
diwakilkan:

b) omang mukallef atan apak mumayyiz dalam batas-batas
tertentu, vakni delam hal-hal bermanfaat baginya seperti
mewakilkan nntuk menerima hibah, menerima sedekah dan
sehagainya,

2}  Syarat-syarat waki! (vang mewakili)

ay cakap hukum;
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b}  dapat mengeriakan tugas yang diwakilkan kepadanya,

c)  wakil adalah orang yang diberi amanat.

Hal-hal yang diwakili ;

a)  diketabui dengan jelas oleh orang yang mewakili;

b} tidak bertentangan dengan syariah Islam;

¢) dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa wekalah adalah untok

mendapatkan keyakinan vang memadai bahwa :

1y

2)

Jasa wekaloh yang diberikan tefah sesusi dengan fatwa DSN-MUT
yang berlaku;

Apabila terdapat fee make dalam penetapan fe¢ jasa wakalah tidak
mengach pada suku bungan yang dikaitkan dengan besarnya beban
pekerjaan yang diwakitkan oleh bank kepada nasabah.

Jasa Hawalah

Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak vang

berbutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau

membayarnya.
Rukun sawalah adalah ¢

1} muhil yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang;

2)  muhal atau muhtal yakni orang berpiutang kepada muhil;

3}  muhal ‘olaih yaKni orang vang berbutang kepada muhil dan wajib
membayar hutang kepada muhtal;

4y muhal bik yaknd hutang nmahil kepada muhtal;

5} sighat (ijab-gabul).

Tujuan pengawasan syariah terhadap jass hawalak adalah untuk

mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa -

1)

Jasa hawalah yang diberikan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI
tentang hawalal,
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2} Dalam penetapan fee jasa howalah tidak mengacu pada suku
bungan yang dikaitkan dengan besarnya hawaleh yvang diberikan
oleh bank.

Jasa Rahn {(Gadai)

Rabn adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai
jaminan, dimana pihak pemberi pinjaman (bank/muriahin} dapat
menahan barang jaminan (markus) atau menguasai surat bukt
kepemilikan asset jaminan tersebut sampai pelunasan semua hutang
pemilik barang atau asset {rahin).

Barang iaminan (marhun) dan manfaatnya tetap menjadi milik
pemilik barang/asset (rahin). Pada prinsipnya, barang jaminan (markhue:)
tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberd jaminan (bank/muriakin) kecuali
seizing pemilik barang/asset {rahin) dengan tidak mengurangi nilal
barang jaminan {marhnn) dan pemanfaatannya ity sekedar pengganti
biaya pemelibaraan dan perawatannya.

Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa rohn adalah wotuk
mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

1) Jasa rohr yang diberikan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI
yang berlaku;

2) Dalam penstapan  biaya atas jasa rahn tidak mengacu pada suky
bungan yang dikaitkan denpan besarnyva pinjaman yang diberikan
oleh bank;

3} Dalam kegiatan penaksiran barang gadai dan pelelanpan barang
gadz apabila terjadi gagal bayar dari nasabah, telah sesual dengan
prinsip syarish dengan memenuhi asas transparansi dan keadilan.

Penyaluran Dana Investasi Terikat
Dana investasi terikat adalah dana yang diterima bank dari nasabah

shahibul maal dengan menggunaken akad wakalah bil wjrah untuk

disalurkan kepada mudharib tertentu.
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Dalami penyaluran dana investasi terikat, apabila bank hanya
bertindak sebagal agen investasi (investment), seiurub risiko kerugian
yang mungkin timbul dari penyaluran dana tersebut, ditanggung oleh
pemilik dana (shahibul maal).

Tujuan pengawasan syariah terhadap penyaluran dana investasi
terikat adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa ;

1) Penyaluran dana investasi terikat telah sesuai denpan fatwa DSN-
MUI dan keyentuan lain yang berlaku;

2) Besarnya fee atau imbalan vang diterima oleh bank sebagal agen
investasi adalah sebesar jumlah vang disepakati di awal tanpa
memperhatikan hasil investasi;

3} Dalam penerimaan dan penyalurap dana investasi terikat, bank
telah memberikan informasi kepads nasabah terkait dengan risiko-
risiko yang akan diterima.

2.2.8 Laporan Hasil Pengawasan DPS

DPS harus menyampaikan laporan ke Bank Tadonesia, DSN, Direksi dan

Komisaris sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
Laporan hasil pengawasan DPS memuat antara lain >

a  Hasil pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa dengan fatwa DSN-
MUL Laporan ini memuat pendapat DPS mengenai pelaksanaan produk
dan jasa yang sudah dikeluarkan oleh bank apakah sudah sesuvai dengan
fatwa DSN-MUI yang berlaku, dan apakah produk dan jasa yang
dikeluarkan oleh bank telah mendapat izin dari Bank Indonesia. Dalam
laporan tersebut pertu dijelaskan produk dan jasa yang dimaksud.

b.  Opini syariah atas pedoman operasional dan produk vang dikeluarkan
oleh bank.

% Hasit wawancara dengan Bapak X, Direktorat Perbankan Syarish Bank Indonesia, tangpal 17 Juni
2009.
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Dalam hal i DPS harus mengeluarkan pendapat apakah pedoman
operasional dan pedoman produk yang disusun oleh bank telah sesuai
dengan fatwa yang berlaku.

¢. Opini syariah secara keseluruhen atas pelaksanaan operasional bank
dalam laporan publikasi bank.
Dalam hal i DPS barus mengeluarkan pendapat yang menyatakan
apakah secara keschwuhan kegistan operasional bank telah sesuai
dengan prinsip syariah.

2.2.9 Meodel Penpgawasan Perbankan Syariah
Menurat Prof. Rifaat Karim sebagaimana dikutip Rizal Yahya, ada tiga

alternatif model pengorganisasian DPS vaitu -4

a. Model penaschat yaitu menjadikan pakar-pakar syarigh sebagai
penasehal. semata dan kedudukannya dalam organisasi adalah sebagai
tenaga part time yang datang ke kantor jika diperlukan,

Pada model iai, DPS cenderung bersifat pasif,

b.  Model pengawasan yaitu adanya pengawasan svariah yang dilakukan
oleh beberapa pakar syariah terhadap bank syariah yang secera rutin
mendiskusikan masalah-masalah  syarish dengan para pengambil
keputusan operasional mavpun finansial organisasi.

Model organisasi DPS ini memiliki kewenangan akiif untuk melakukan
pengawasan terhadap lembaga tempat ia bertugas.

¢.  Model departemen syariah yaitu model pengawasan syariah yang
dilakukan oleh sebuah departemen syariah.

Dengan model ini ahli syariah bertugas full time, didukung oleh staf

teknis yang membanfu tugas-tugas pengawasan syarizh yang telah

digariskan olch ahli syariah departemen tersebut.

Melihat prakick pengorganisasian DPS di Indonesia, dapat disimpsullan
bahwa model pertama dan kedua yang paling banyak digunakan selama ini.

M agustianto, Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (7}, <htip:/www scribd.corrs,
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Model kedua memilika kewenangan yang lebib besar daripada moded pertama

vang hanya sebatas perbankan gyariah karena DPS ditempatkan hanya sebagai

penasehat, mediator dan wakil DSN yang cenderung bersifat pasif. Model

kedua juga memiliki banyak kelemahan vaitu tidek berfungsinya pengawssan

syariah itu sendiri.

Peran DPS bukan sekedar penaschat, mediator atan perwakilan DSN

tetapl lebih luas dan itu, sesuai dengan rumusan Briston dan El Shanker
(1986} scbagaimana dikutip Rizal Yahya (Republika, 10/05/2004), yang
menyatakan bahwa fungsi pengawasan oleh DPS pada dasarnya meliputi tiga
aspek ;>

g,

Ex ante auditing, mermpakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap
berbagai kebijakan vang diambil,

DPS melakukan pengawasan dalam bentuk melakukan review terbadap
semug jenis kontrak yang dibuat oleh bank syariab dengan berbagai
pihak.

Ex posting auditing, merupskan pemeriksasn yang dilakukan setelah
kegiatan operasional manpun finansial dilaksanakan,

DPS melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan maupun
keuangen bank syarish, Pemeriksasan ditujukan pada penelusuran
kegiatan maupun sumber-sumber keuangan vang tidak sesuai dengan
syariah.

Perhitungan dan pembayaran zakat.

Dimana dalamn bank syarish menerima pembayaran zakat dengan cara
penerimaan atas bagi hasil dapat langsung dibayarkan dikeluarkan untuk
membayar zakat.

* 15id.
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23PENGAWASAN BANK SYARIAH OLEH BANK INDONESIA
2.3.1 Kenapa Bank Harus Diawasi

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah terjadi  krisis
perbankan, perhatian pemerintah di berbagai negare termasuk Indonesia,
terhadap kebijakan pengawasan bank semakin besar. Perhatian tersebut antara
lain karena semakin disadari arti penting dan peran strategis sektor perbankan
dalam spatu perekonomian. Kegagalan suatu bank akan dapat mengakibatkan
terjadinya krisis yang dapat mengganggu kegistan suatu perekonomian,
Sektor keuangan, terutama di pegara-negara berkembang, masih didominasi
olch lembaga perbankan,

Aypabila suatu sistemn perbankan dalam kondisi yang tidak sehat, maka
fungsi bank sebagal lembaga intermediasi tidak akan berfungsi dengan
optimal. Dengan terganggunys fimgsi intermediasi tersebut, maka alokasi dan
penyedizgan dana dari perbankan untuk kegiatan investasi dan membiayai
sektor-sektor yang produkiif dalam perekonomian menjadi terbatas. Sistem
perbankan yang tidak schat juga aken mengakibatkan lalu lintas pembayaran
yang dilakukan oleh sistem perbankan tidak lancar dan efisien. Selain i,
sistem perbankan yang tidak sehat juga akan menghambat sfektivitas
kebijakan ooneter. Melihat akibat yang ditimbulkan oleh sistem perbankan
yang tidak sehat tersebut, maka penting adanya pengawasen terhadap bank
sebagal upaya menciptakan dan memelihara kesehatan sistem perbankan.*

Bank adalah unit nseha yang khusus karena dalam menjalankan kegiatan
operasionalnya tergantung pada sumber dana dari masyarakat. Oleh karena
itu, kelangsungan hidup suatu bank ditentukan oleh kepercaysan masyarakat
terhadep lembaga tersebut. Dari pengertian injlah timbul istilah bank sebagai
lembaga kepercayaan. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap bank
akan membawa akibat yang buruk terhadap kelangsungan hidup bank yang
bersanpkutan. Apabila kemerosotan tersebut tidak henya terhadap satu bank,

* Bank Indonesiz, Baak Indonesic : Bank Sentral Republik Indonesic Finjauan Kelembagaan,
Kebijakan dan Orgorisast, Jakart ; 2003, hal, 133,
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wetapl meluas terhadap sistem perbankan, meks dapat dipastikan bahwa
merosotnya kepercayaan tersebut akan mengakibatkan krisis perbankan.
Mengingat sektor perbankan di negara berkembang seperti Indonesia masih
mendominasi sektor keuangan, maka krigis perbankan juga berarti krisis «i
sektor keuangan secara keselurohan.”’

Bagaimanapun baik atau sehatnya suatu bank, apabila teradi krisis
kepercayaan yang mengakibatkan penarikan dana masyarakat secara besar-
besaran maka dapat dipastikan bank tersebut aken bancur. Masyarakat
penyimpan dans di bank pada umumnya memiliki informasi yang sangat
terbatas mengenai kondisi (harta dan kesehatan} bank tempat ia menyimpan
dananya. Kondisi ini mengakibatkan suatu bank rentan icrhadap bank run atau
penarikan dana masyarakat dari perbankan. Ketidakpastian atas kondisi
tingkat kesehatan suatu bank dapat mengaldbatian penarilcan dana masyarakat
dari gistern perbankan secara besar-besaran. Hal ini pada umumnys terjadi
apabila kepercayaan masyarakat ferhadap sistem perbankan sangat rendah,
Apabila kepercayaan masyarakat tdak dapat segera dipolihkan, maka
akibatnya terhadap suatu perckonomian akan sangat berbahaya. Kebijakan
pengawasan yang dilaksanakan oleh otoritas pengawas pada dasarnya adalah
dalam rangka menjaga kepBreayaan magyarakat dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan dengan bank.*®

Dalam hal suatu bank mengalemi kesulitan, apakah karena bank tersebut
memang tidak schat ataupun karena bank tersebut terkena hemk run, maka
masyarakat pernilik dana akan mengalami kerugian, Dalam kondisi yang
demikian, maka diperlukan pengawasan bank wuntuk melindungi dana
masyarakat, Tanpa campur tangan pemerintah, kegagalan bank berarti
kerugian bagi masyarakat pemilik dana (deposan). Untuk memperoleh
dananya kembali deposan harus menungpu bank tersebut dilikuidasi dan
mengkonversikan hartanya menjadi alat likud vang dapat dibagi untuk para

5% 1hid.

* rhid hal 133-134,
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deposan. Pada saat itu, kemungkinan besar deposan hanya menerima sebagian
dana yang ditabung. Untuk jtu diperlukan suatu jaring pengaman. Satu hal
yang periu mendapatkan perhatian adalah bahwa untuk keperluan
perlindungan terhadap masyarakat tersebut pada umumnya diperlukan dana
yang tidak sedikit. Dalam prektek vang sudab tegadi di berbagai negara
termasuk Indonesia, beban yang telah dikeluarkan untuk safely net dalam
melindungi dana masyarakat tersebut akhirnya akan menjadi beban ekonomi
suatu negara. Mengingat besarnya risiko yang dihadapi pemerintab apabila
dihadapkan pada masalah perbaskan ini, maka pemeriniah sanpat
berkepentingan dengan pengawasan bank.

Bank run atau sering juga disebut rush ke perbankan tersehut biasanya
bersifat menular. Apabila terjadi rusk ke suatu bank, maka kemungkinan rush
tersebut juga akan menular pada bank yang lain. Penularan tersebut timbul
karena adanya masalah asimetri informesi, yaitu guatu kondisi ketika salah
satu pthak yang bertransaksi mempunyal informasi vang kurang atau tidak
seimbang dengan informasi yang dimiliki oleh pihak yang lain. Dalam kasus
barnk run tersebut pada umumnya adaleh karena nasabah mempunyai
mformasi yang kurang mengenai kondisi keuangan dan kesehatan suatu bank,
schingga nasabah sulit membedakan mana bank veng baik dan mana yang
tidak. Berdasarkan pengalaman yang terjadi pada wakiu krisis perbankan
Indonesia pada awal tabun 1998, penartkan dana masyarakat secara besar-
besaran dilakukan hampir di semua bank, baik yang sehat maupun yang tidak.
Dalam proses pengawasan bank, lembaga pengawas harus memberikan
informasi yang diperlukan sermua pihak sesuai dengan kepentingan, Dengan
informasi tersebut diharapkan masing-masing pihak dapat mengambil
keputusan yang tepat sesuai dengan kepentinganmya, misalnya dalam memilih
bank yang tepat untuk menempatkan dananya.®

Dampak dari bank run dapat memberikan gambaran betapa pentingnya
pengawasan terhadap bank dalam rangka menciptakan dan memelihara

% 1bid hal. 133,
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kesehatan sistem perbankan. Sebagaimana diketabui, kesehatan bank tidak
hanya menjadi kepentingan pemilik dan pengelola bank yang bersangkutan,
tetapi merupakan kepentingan masyarakat dan pemerintah serta perekonomian
nasional, Pengawasan terhadap bank tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga
dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, tetapl juga
dimaksudkan untuk mencegah kerugian masyarskat dan pemerintah. Selain
itu, dengan pengawasan terhadap bark memungkinkan tersedianya informasi
yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kepentingannya. Dengan
informasi tersebut masyarakat dapat mengambi! keputusan yang lebih baik
dalam melakukan transaksi dan kegiatan Jainnya yang terkait dengan bank.*
Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengawasi bank. Pengawasan
bank dizrahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai :
I. Lembaga kepercayaan masyarakat dalami keitannya sebagai lembaga
penghimpun dan penyalur dana:
Pelaksana kebijakan moneter;
Lembaga yang ikut berperap dalam membantu pertumbuhan ekonomi
serta pemerataan;
agar tercipta sistemn perbanken vang sehat, baik sistem perbankan secara
menyelursh  maopun  individual, dan mampu memelthara kepentingan
masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi
perekonomian pasional.
Empat pilar pengawasan bank adalah :*
1. Kondisi kevangan bank (bank’s financial condition)
a. Penilaian kondisi kenangan bank melalui komponen dasar
keschatan bank
Pemantausn kondisi kevangan bank disamping menggunakan
komponen yang ada dalam CAMEL (Capital Asser Quality,
Management,  Earning  and  Liguidity) juga  dengan

® 1bid, hal. 135-136,
“ Hasil wasancara dongan Bapak X, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, tanggal 17 Juni,

2009
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mempertimbangkan tingkat risiko yang dihadapi bank. Penilaian
kondist keuangan harus lebih diarahkan untuk mengukur
permodalan secara realistis.

b.  Pengawasan keschatan bank melalui analisis pelaporan bank
Agar hasil pengawasan atau pemeriksaan menggambarkan kondisi
bank yang sebenamya, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai

berikut
1}  Melakukan analisis terhadap laporan bank dan informasi lain
yang diperoleh pengawas.

2) Melakokan pengecekan, verifikasi dan/atan pemeriksaan

secars berkala atas kebenaran data yang dilaporkan bank,

3} Menyamnpaikan informasi kepada kantor Bank Indonesia

tentang kebijakan di bidang perbankan syariah vang sedang
dan telah diambil dengan twjuan agar pengawas bank di
kantor Bank Indonesia dapat iebih dini mengantisipasi hal-
hal yang diperlukan mengenai kondisi bank di wilayah
kenanya.

4)  Mengkinikan data dan informasi tentang bank yang diawasi,
Kepatuban atau pelanggaran terhadap ketentuan (bank’s compliance or
violation}

Kepatuhan bank terbadap kelentuan kehati-hatian dan prinsip
syarinh dapat dijadikan indikator awal untuk menilai tingkat kesehatan
bank. Hal ini dapat dilihat dari perileku bank yang tidak melaporkan
pelanggaran atas ketentuan kehati-hatian secara benar aian kesngpanan
bank untuk memenuhi permintsan pengawss bank mengenat dokumen
pengawasan  bank, yang dapat diindikasikan sebagai  upaya
menyembunyikan sesuatu yang berhubungan dengan aspek pendlaian
kesehatan, Oleh karena itu, penegakan ketentuan kehati-hatisn secara

konsisten menjadi hal yang penting dan mutlak dalam memperkuat sisi
pengawasan bapk.
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Penilaian kemampuan dan kepatutan (fif and proper test}

Penilaian fir and proper merupakan metode yang sangal penting
untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Dengan penilaian fit
and proper terhadap pemilik, pengurus dan pejabat eksekutif bank
diharapkan operasional bank menjadi terpolong lebih baik mengingat
pibak-pihak yang menurut bhasil penilajan tidak lolus, maka yvang
bersangkutan wajib untuk mundur dari bank dan diganti dengan
pengurus baru yang telah i and proper test,

Sistem dan prosedur operasional serta pengawasan internal bank (good
cerporate governgncey

Berdasarkan pengalaman pengawasan dan pemeriksaan bank
syariah oleh Bank Indonesia, manaiemen bank syariah sering kali tidak
sepenubnya melaksanakan sistern dan prosedural bank yang telah
disusun, bahkan ditemukan penyimpangan-penyiropangan  secam
sengaja oleh manajemen atauw pemilik afer pengurus bank univk
kepentingan pribadi dan atap  kelompoknya, Oleh karena  itu,
pengendalian atau penpawasan internal bank terhadap pelaksanaan
kegiatan bank berdasarkan sistem dan prosedur operasional yang baku
perlu ditegakkan, Di lain pihak, dari segi pengawasan dan pemeriksaan
bank, Bank Indonesia dibarapksan dapat melakukan pemantauan terhadap
manajemen bank agar selalu berada pada jalur yang telah ditetapkan dan
senantiasa menghindari praktik perbankan yang tidak sehat.

Pengawasan bank oleh Bank Indonesia meliputi wewenang sebapai

berikut :

1.

Kewenangan memberikan izin (right fo Zicense)

Kewenangan untok menetapkan tata cara perizinan dan pendirian
suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh Bank Indonesia meliputi
pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin
pembukaan, penutupan dan pemindaban kaotor bank, pemberian
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persefujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin
kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertent,
Kewenangan untuk mengatur (right fo regulate)

Kewenangan untuk menetapkan kefentoan yang menyangkut aspek
usaha dan kegiatan perbankan delam rangks menciptakan perbankan
schat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan
masyarakat.

Kewenangan untuk mengawasi {right to contrel)

Kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan
langsung dan pengawasan Hidak langsung, Pengawasan langsung dapat
berupa pemeriksaan khusus, yang bertojuan untuk  mendapatkan
gambaran tentang keadsan keuangan bank dan untuk memantau tingkat
kepatuhan bank terhadap peraturan yvang berlaku serta untuk mengetahui
apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan
kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan
melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank,
laporan  hasil pemeriksaan  dan informasi  Jainnya.  Dalam
pelaksanaannys, apabila diperiukan Bank Indonesia dapat melakukan
pemerikssan terhadap bank termaguk pihak lain yang meliputi
perusahaan induk, perusabaan anak, pihak terkait, pibak terafiliasi dan
debitur bank. Bank Indonesia dapat menguasai pihak lain untuk dan atas
nama Bank Indonesia melaksanakan tugas perneriksaan,

Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right fo impasa sanclion)

Kewenangan untuk menjatubkan sanksi sesusi dengan ketentusn
perundang-undangan terhadap bank apsbila seatu bank kurang atan tidak
memenuhi ketenfuan. Tindekan ini mengandung unsur pembinaan agar
bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.
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2.3.2 Pengawasan Bank yang Efektif

Tugas pengawas bank pada prinsipnya adalah memantau dan memeriksa
apakah pemilik dan pengelola bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian.
Dengan pengawasan maka dapat segera dilakuken langkah-langkah yang
diperlukan apabila terdapat peraturan atau ketentuan yang tidak dilzksanakan,
Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang dilakukan dengan
mengkombinasikan pengawasan off site {fidak langsung) dan on sire
(pengawasan langsung).

Pengawasan secara tidak Jangsung adalah penpawasan yang dilakukan
melalui berbagal laporan yang disampaikan oleh bank. Laporan-laporan
fersebut pada umumnya berupa laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan
rugi Iaba serta berbagal laporan yang terkait dengan kegiatan operssional
bank. Dengan pengawasan tidak langsung penpawas dapat memantau ketaatan
pengurus  bank  terbadap ketentvan vyang Dberlaku  sehingpa  dapat
mengidentifikasi penyimpangan atau hal-hal yang memerlukan perhatian,
serta dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Selain itu, pengawas
juga dapat memperoleh berbagai informasi, seperti data mengenai kondisi

suatu bank, serta menentukan prioritas bank mana yang perlu segera
dilakukan pemeriksaan secara langsung. %

Sementara ilu, pengawasan secara langsung dilekukan dengan lapgsung
mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap bank vang bersangkutan,
Pengawasart secara langsung daapt bersifat umum aten khusus. Namun,
pengawasan langsung terutama dilakukan untuk memeriksa kebenaran dan
akurasi laporan keuangan dan seluruh kegiatan operasional bank, menilai
kualitas manajemen dan sistem pengawasan vang dimiliki bank serta berbagai
pemeriksaan yeng tidak dapat dilakukan secara langsung. Pengawasan jenis
ini dapat dilakukan secara periodik atau dilakukan pada saat diperlukan ®

% Bank Indonesia, Bank Indonesin : Hank Sentral Republik Indonesia Tinjauan Kelembagaan,
Kebijakan dan Organivasi, hal, 144,
 Ibid

Universitas idonesis

Pengawasan Bank..., Anisa Nastiti, FH Ul, 2009



65

2.3.3 Pengawasan Bank Syariah Qleh Bank Indenesia
Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia
melaksanakan  sistem  penpawasannye dengan menggunakan 2 {dua)
pendekatan  yakni pengawasan berdasarkan kepatuban dan pengawasan
berdasarkan risiko.*
1.  Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan
Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuban pada dasamya
menekankan pemantauan kepatuban bank umntwk  melaksanakan
ketentuan-ketentuan yang terkait dengsn operasi dan pengelolaan bank.
Pengawasan berdasarkan kepatuban terbagi menjadi 2 (dua) lingkup :
a.  Kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian
Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian antara lain
pemenuhan Kewajiban Penyedigan Modal Minimum (untuk
selanjutnya disebut KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit
{untuk sclanintnva disebut BMPK), serta ketentuan lainnya seperti
Prinsip Mengenal Nasabah {(Know Your Customer) dan
Transparansi.
b.  Kepatuhan terhadap prinsip syarieh
Prinsip syariah mencakup penegakan tiga pilar dasar ekonomi
syariah yaity adil, seimbang dan rmaslahat. Adil berarti tidak
melakukan transaksi yang haram, Konsep keseimbangan dalam
konsep syariah meliputi berbagal segi yang antara lain meliputi
keseimbangan : pembangunan  materdal  dan  spiritual;
pengembangan seldor keuangan dan sektor niil; »isk and retwrn;
bisnis dan sosial; pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.
Konsep masighat ditujukan pada pernenuhan visi kemaslahatan
yang tercakup dalam tjuan syarish yang terdiri dari konsep
perlindungan terhadap keimanan dan ketakwaan, keturunan, jiwa

* Hasil wawancara dengan Bapak X, Direktorat Perbankan Syariab Bank Indonesia, tanggal 17 Juni
2008,
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dan kesclamalan, harta benda dan rasionalitas. Kelima wunsur

maslahat tersebut merupakan hak dasar manusia schingga setiap

kegiatan ekonomi syariah harus memenuhi unsur-unsur yang telzh
ditetapkan dalam tujuan syariah secara terintegrasi.

Pengawasan Berdasarkan Risike (Risk Based Supervision)

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan
pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking). Dengan
menggunakan pendekatan tersebut pengawasan atau pemeriksaan suatu
bank difokuskan pada risiko-risike yang melekat {inkerent risk) pada
aktivitas fungsional bank serta system pengendalian risiko {risk controf
system).

Pengawasan bank syariah dilakvkan dengan mengkombinasikan
metode pengawasan langsung {on sife supervision) dan pengawasan
tidak langsung (off site supervision). Kedua metode tersebui bersifat
saling melengkapi dan bukannya saling menggantikan.

Pengawasan langsung adalah proses pengawasen depgan cara
mengunjungl kantor bank yang bersangkutan untuk
1.  menguii kebenaran laporan yang disampaikan bank;

2.  melihat langsung kondisi dan operasional bank yang sehenarmnysa
dengan fokus pada risiko-risiko yang menurut hasil pengawasan
tidak langsung memerlukan perhatian; seria

3. mepgompulkan bukti-bukti dan fakiz yaog relevan apabila ada
dugaan pelanggatan atas peraturan yang berlaku termasuk
kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Pengawasan tidak langsung adaleh tindakan, proses, atzu analisis
yang dilakukan penpawas dengan berdasarkan kepada laporan-laporan
vang disampaikan bank syariah kepada Bank Indonesia serta informasi
relevan lainnya seperti laporan pengaduan nasabah dan laporan dari
Sistem Informasi Debitur (untuk selanjutnya disebut SID) serta Laporan
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Hasil Pemenksaan {(untuk selanjutniya disebut LHP). Atas dasar laporan

tersebut pengawas bank :

2} membuat dan melakukan pengkinian profil nisiko dan data pokok
bank syariah yang dijadikan dasar untuk melekukan tindakan
pengawasan termasuk melakukan pemeriksaan;

b} pemberian surat pembinaan dan sanksi sesuvai keteptuan yang
berlaku; dan

¢) pengawasan atas tindak lanjut bank terkail dengan pembinaan dan
sanksi yang telab dilakukan Bank Indonesia.

Hasil pengawasan tidak langsung adalah Tingkat Kesehatan Bank
(untuk selanjutnya disebut TKS} yang menggambarkan kondisi bank
secara komprehensif dalam seatu waktu tertentu. TKS bank selanjutnya
dijadikan informasi terutama bagi proses pengawasan selanjutniya baik
yang bersifat langsung manpun tidak langsung.

2.3.4 Pepgawasan Bank Konvensional Oleh Bank Indanesia

Bank Indonesia memberikan dan mencabut izin atas kelembagasn dan

kegiatan ussha tertenty bank, menetapkan peraturan, relaksanakan
pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank.

Untuk mencapal tujuan tersebut pendekstan vang dilakukan dengan

MENSrapKan

a.

b.

C.

Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasiy;

Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking);

Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara
konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (self regudatory banking)
dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu
pada kepada prinsip kehati-hatian.

Dalam menjalankan tugas pengawsasan bank, saat ini Bank Indoresia

melaksanakan sistem  pengawasannya dengan menggunaken 2 (dus)
pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based
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supervisiony dan  pengawasan  berdasarkan risiko  (risk  based
suoervision/RBS). Dengan adanva pendekatan RBS tersebut, bukan berarti
mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan namun merupakan
upaye vunfuk menyempumakan sistem pengawasan sehingpa dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara
bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh Bank Indonesia akan
beralih menjadi sepenuhnya pengawasan herdasarkan :©

a.  Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision)

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasamya
menekankan pemantauan  kepatuhan bank untuk melaksanakan
ketentuan-ketentuan yang ferkait dengan operasi dan pengelolaan bank.
Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan
untuk memastikan babwa bank telah beroperasi dan dikelola secara haik
dan benar menurut prinsip kehati-hatian.

b, Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision)

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan
pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking). Dengan
menggunakan pendekatan fersebut pengawasan atau pemeriksaan suam
bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (inkerent risky pada
aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (risk conirof
systemi). Melalui pendekatan ini aken lebih memungkinkan otoritas
pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap
permasalahan yang potensial timbul df bank,

Pengawasan atau pemeriksaan Bank berdasarkan rigiko dilakukan
terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut ;

1) Risiko kredit : risiko yang timbul sebagai akibat kepagalan
counterparly memenuhi kewajibannya.

* Hasil wawancara dengan Bapak X, Dircktorst Perbankan Syarish Bank Indonesia, tanggal 17 Juni
2009,
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2}

3)

4)

3)

6}

7)

8)

69

Risiko pasar . risiko yang timbul karena adanya pergerakan
variabel pasar dan portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat
merugikan bank, Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai
tukar.

Risiko likuiditas : risiko yang antara lain disebabkan bank tidak
mampu memenuhi kewajiban yang elah jatuh tempo.

Risiko operasional : risiko yang antara lain disebabkan adanya
ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal,
kesalahan manusia, kegagalan sistemn atau adanya masaiah
eksternal yanp mempengaruhi operastonal bank,

Rigike hukum : risiko yang dischabkan olch adanya keleraban
aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridic antara lain disebabkan
adanya tuntutan hokumn, ketiadaan peraturan perandang-undangan
yang mendokung ata kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi
syarat salinys kontrak.

Risiko reputasi : risiko yang antara lain disebabkan adanya
publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usahz barnk atau
persepsi negara terhadap bank,

Ristko strategik : risiko yang antara [ain disebabkan penetapan dan
pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan
bisnis yang tidak tepat atau kurangnya responsifuya bank terhadap
perubahan eksternal.

Risike kepatuhan : risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi
atan tidak melaksanakan perahuran perundang-undangan dan
ketentuan lain yang berlaku,

2.3.5 Persamaan dan Perbedasn Pengawasan Bank Syarish dan Bank

Konvensional Oleh Bask Indonesia.
Pengawas bank bertugas memantau dan memeriksa apakah pemilik dan
pengelola bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian. Dengan pengawasan
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maka dapat segera dilakukan langkah-langkah vang diperiukan apabila
terdapat peraturan atau ketentuan yang tidak dilaksanakan,

Pengawasan terhadap bank tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, fetapl juga
dimaksudkan untuk mencegah kerugian masyarakat dan pemerintah. Selain
itn, dengan pengawasan terhadap bank memungkinkan fersedianya informas
yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kepentingannys. Dengan
informasi tersebul masyarakal dapat mengambil keputusan yang lebth baik
dalam melakukan transaksi dan kegiatan Jainnya vang terkait dengan bank.

Pada dasarnya pengawasan vang dilakukan Bank Indonesia terhadap
bank syariah dan bank konvensional hampir sama, tidak terdapat perbedaan
yang sangat signifikan.

Persamaan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesie terhadap bank
syariah dengan bank konvenstonal yaitu ruang lingkup pengawasan adalah
kepatuhan bask terhadap prinsip kehati-hatian dan berdasarkan risiko, Dimana
pendekatan pengawasan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan
bank untuk melaksanskan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi
dan pengelolaan bank.*

Perbedaan penpawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank
syariah dengan bank konvensional yaitn pada bank syariah lngkup
pengawasan bank ditambah dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah vang
merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa
yang dikeluarkan cleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan
fatwa di bidang syariah %

% Hasil wawancars dengan Bapak X, Dicektorat Perbankan Syariah Bank Indonssia, tanggal 17 huni

2008,
 thid.
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BAB 11
PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan fersebut disas dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Dalam menalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia

melaksanakan sistem  pengawasannva dengar menggunakan 2 (dua)

pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawssan

berdasarkan nisike.
a.  Pengawasan berdasarkan kepatuhan
Pengawasan berdasarkan kepatuhan terbagi menjadi 2 (dua) ngkup :

1} Kepatuban terhadap prinsip kehali-hatian

2

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian antara lain pemenuhan
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum {untuk selanjutoya disebut
KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (untuk sslanjuinya
disebut BMPK), seria ketentuan lainnya seperti Prinsip Mengenal
Nasabah {Krow Your Customer) dan Transparansi.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah

Prussip syariah mencakup penegokan tiga pilar dasar ekonomi
syariah yaitu adil, seimbang dan maslabat. Adil berarti tiduk
melakukan trapsaksi yang haram. Konsep Keseimbangan dalam
konsep syariah meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi
keseimbangan : pembangunan material dan spiritual; pengembangan
sektor kevangan dan sektor riil; risk and return; bisnis dan sosial;
pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Konsep masiahat
ditujekan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam
tujuan syariah yang terdiri darl konsep perlindusgan terhadap
keimanan dan ketakwaan, keturunan, jiwa dan kesclamatan, harta
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benda dan rasionalitas. Kelima unsure maslahat tersebut merupakan
hak dasar manusia sehingga setiap kegiatan ekonomi syariah harus
memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam tujuan syariah
secara terintegrasi.
¢.  Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision)
Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan
pengawasan vang berorientasi ke depan (forward looking). Dengan
menggunakan pendekatan terscbut pengawasan atau pemeriksaan suatu
bank difckuskan pada risiko-risiko yang melekat (inherent risk) pada
aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (risk confrol
systersy. Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas
pengawasan bank untuk prosktf dalam melakukan pencegahan terhadap

permasalahan yang potensial timbud di bank,

2. Persamaan dan Perbedaan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia
terhadap bank syariah dan bank konvensional

Persamaan pengawasan yang dilakukan Bark Indonesia terhadap bank
syariah dengan bank konvensional yaim ruang lingkup pengawasan adalah
kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian dan berdasarkan rigiko. Dimana
pendekatan pengawasan pada dasamya menekankan pemantauan kepatiuhan
bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentusn yang terkait dengan operasi
dan pengelolaan bank,

Perbedaan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bunk
syariah dengan bank Kkonovensional yaitu pada bank syariah lngkup
pengawasan bank ditambah dengan kepatuha terhadap prinsip syariah yang
merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa
yang dikeluarkan oleh lembaga yvang memiliki kewenanpan dalam penetapan
fatwa di bidang sysriah.
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3.2 SARAN

Dalam bank syariah pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia
tetapi juga terdapat DPS. Oleh karena ifu, diperlukan kerja sarma yang baik
diantara keduanya. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia harus lebih
ketat lagi agar bank syariah tidake menyimpang dari ketentuan-keteotuan syariah
yang berlaku karena berdasarkan pengalaman pengawasan dan pemeriksaan yang
dilaknkan Bank Indonesia, manaiemen bank syarigh sering kali tidak sepenuhnya
melakukan sistem dan prosedural bank yang telah disusun,

Sedangkan untuk pengawasan vang dilakukan oleh DPS harus sesusi
dengan prinsip syarish. Banyak anggola DPS yang diangkat bukan karena
kemampuannva i bidang syariah tetapi karena karisma dan kepopulerannya di
mata masyarakat. Untuk itu, perlu penyeleksian lebih ketat untuk mencari anggota
DPS yang berkualitas schinpga bank syariah dalam melekukan kegiatannya tetap
berdasarkan pada prinsip svariah.
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